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  Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten 
Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar Di Kabupaten Temanggung 
Oleh  
Widi Aulia Rakhman 
NIM 12102244033 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk Satpol 
PP Temanggung dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung (2) 
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengatasi kenakalan pelajar. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Setting 
penelitian di Kantor Satpol PP Kabupaten Temanggung. Informan penelitian ini 
adalah Kepala Seksi dan Staf ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta 
pelajar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumen dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, display data dan 
penarikan kesimpulan. Triangulasi dilakukan untuk memperoleh keabsahan data 
dengan check, dan cross-check. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Bentuk-bentuk pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten 
Temanggung adalah bentuk pembinaan fisik, pembinaan mental serta mengisi surat 
pernyataan serta dalam pembinaan dilakuakan oleh tim pembinaan pelajar yang 
berisikan Dinas Pendidikan, Kemenag, Polres Temanggung serta Satpol PP. (2) 
Dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar yang dilakukan Satpol PP 
terdapat hambatan, antara lain : Jadwal pembinaan dan pembimbingan yang dengan 
jadwal kurikulum dan sekolah tidak singkron, Sarana dan prasana kurang memenuhi 
dan menunjang kegiatan, Jumlah anggota Satpol PP masih kurang, Kesadaran pelajar 
terhadap tugas pelajar kurang, Luasan wilayah Kabupaten Temanggung. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan  merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu bangsa. 
Menurut Driyakarya dalam buku Ilmu Pendidikan (2011 : 01), menjelaskan 
bahwa : Pendidikan merupakan gejala semesta (feneomena universal) dan 
berlangsung sepanjang hayat manusia, di manapun manusia berada. Dimana 
ada kehidupan manusia, disitu pasti ada pendidikan.  
Selain itu menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
Nasional: 
 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak, mulia 
serta ketrampilann yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. 
Dalam pendidikan, pelajar adalah objek dari sebuah pendidikan yang ada. 
Apalagi pada usia pelajar yang remaja dari tingkatan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat 
dibutuhkan penanganan khusus karena diusia ini  berada pada masa perubahan 
pada masa transisi dari masa yang sudah melampaui kanak-kanak, namun 
masih belum cukup dikatakan dewasa. Dengan berubahnya pelajar ini baik 
sekolah, orang tua, dan lingkungan sangat mempengaruhi dalam tumbuh dan 
kembang seorang pelajar.   
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Remaja atau pelajar sendiri merupakan generasi penerus bangsa yang 
diharapkan dapat merubah Indonesia lebih maju dan berkembang. Sebagai 
agen perubahan remaja hendaknya bersikap atau melakukan tindakan-tindakan 
positif yang membuat bakat dan minat remaja dapat disalurkan sesuai 
bidangnya yang diinginkan. Dengan begitu remaja dapat terus berkarya 
dimana usia remaja dituntut untuk terus berkarya karena usia remaja 
merupakan usia yang produktif. Dalam kaitanya ini hendaknya baik guru 
maupun orang tua dapat memotivasi pelajar yang berada pada usia remaja 
sehingga pelajar dapat terus mengeksploitasi kemampuaanya dibidang-bidang 
yang positif.  
 Akan tetapi dalam perjalanannya ada masalah-masalah yang 
menghambat keberlangsungan pendidikan di Indonesia khususnya pada 
pendidikan usia remaja. Hal ini berkaitan dengan sistem pendidikan Indonesia 
yang masih kurang baik dalam menjalankan program satuan pendidikan. Ini 
juga yang mempengaruhi banyak pelajar yang mengalami frustasi sehingga 
membuat kenakalan-kenakalan sebagai saluran kefrustasian tersebut. Seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan 
Universitas Indonesia (UI) juga menemukan bahwa jumlah pengguna narkoba 
sebesar 1.5% dari populasi remaja Indonesia yang mencapai 30% dari jumlah 
penduduk indonesia atau 3.2 juta orang (http://ntb.bkkbn.go.id). Hal ini 
merupakan suatu yang tidak mengenakan bagi keberlangsungan kehidupan di 
Indonesia karena kebanyakan pemakai narkotika ini merupakan pada masa 
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usia muda. Dimana usia remaja ini merupakan penerus bangsa sebagai  
penentu nasib suatu bangsa. 
Ini merupakan suatu hal yang negatif bagi pendidikan Indonesia, seperti: 
bolos sekolah, merokok, penggunaan narkoba, pergaulan bebas dan lain-lain. 
Inilah indikasi bahwa belum maksimalnya pengajaran orang tua di rumah dan 
ketidakmampuan sekolah dalam mendidik pelajar. Apalagi pengaruh 
lingkungan yang sangat mempengaruhi pelajar yang sangat besar  pada masa 
transisi ini. 
Hal lain kurangnya pengawasan, pendampingan, serta perhatian dari 
orang tua pada masa ini kurang maksimal karena kesibukan atau teralalu 
percayanya orang tua terhadap anak atau pelajar. Sehingga anak atau pelajar 
kurang terpantau dengan baik oleh orang tua yang menyebabkan pelajar-
pelajar ini melakukan kenakalan dan hal-hal yang menyimpang. 
Apalagi masa pelajar remaja ini sering terjadi pergolakan emosi yang 
diiringi dengan pertumbuhan fisik dan psikis yang bervariasi. Pada masa ini 
identik dengan lingkungan sosial yang berperan untuk tempat berinteraksi 
dimana mereka dituntut untuk menyesuaikan diri. Sementara itu aktifitas-
aktifitas disekolah tidak mewadahi untuk memenuhi gejolak energinya atau 
keinginannya, maka sering kali pelajar meluapkan kelebihan energinya kearah 
yang tidak positif, dengan meluapkan ke kegiatan-kegiatan yang yang 
menyimpang.    
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Untuk itu pemerintah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang 
bertujuan membantu kepala daerah untuk menjaga kententraman, ketertiban 
dan keteraturan, sehingga penyelenggarakan roda pemerintahan dapat berjalan 
lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman termasuk 
dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar. Satpol PP merupakan salah 
satu lembaga pemerintah yang sering berhubungan dengan sekolah-sekolah 
untuk terus mengawasi setiap kegiatan pelajar diluar sekolah seperti kegiatan 
pembinaan kepada pelajar yang melakukan perbuatan menyimpang atau 
negatif. 
Temanggung merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa 
Tengah, dimana mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian 
khususnya pada pertanian tembakau dan kopi. Terletak di dataran tinggi dan 
pegunungan merupakan salah satu kabupaten yang cukup  menunjang dari 
segi agraris. Akan tetapi kenakalan pelajar cukup tinggi dengan berbagai 
bentuk kenakalan menyimpang. Meskipun kabupaten yang kecil Temanggung 
merupakan 10 besar peredaran narkoba, berdasar data Badan Narkotika 
Kabupaten  (BNK) hingga bulan Juni 2012 terdapat kurang lebih 230 orang 
pecandu narkoba aktif. Ini menandakan bahwa Temanggung sendiri 
merupakan daerah yang berpotensi dalam mengomsumsi obat-obatan terlarang 
dan jenis zat adiktif yang dapat merusak generasi muda. 
Dengan mayoritas penduduk yang berkecimpung di dunia pertanian  
khususnya tanaman tembakau yang merupakan bahan pokok rokok tidak 
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dipungkiri bahwa mayoritas penduduk Temanggung perokok aktif termasuk 
para remajanya. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik sebenarnya karena 
rokok merupakan salah satu zat adiktif sebagai awal kenakalan remaja yang 
lanjut seperti narkoba. Dengan begitu perlunya adanya penanganan lebih 
lanjut dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini sehingga dapat 
menghindari para remaja dan pelajar dari jeratan zat-zat berbahaya. 
Aspek lain yang tidak kalah seriusnya adalah HIV/AIDS. Menurut data 
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Temanggung, penderita 
HIV/AIDS di wilayah Temanggung sampai dengan bulan September 
2013  mencapai 230 orang. Sebanyak 109 orang diantaranya telah meninggal 
dunia, 92 orang hidup dan 29 orang tidak terdeteksi keberadaanya. Dari 92 
orang penderita HIV/AIDS di Kabupaten Temanggung, hanya 46 orang yang 
aktif menjalani pengobatan ARV. Dengan tingginya jumlah penderita HIV 
AIDS di Kabupaten Temanggung adalah suatu masalah yang butuh perhatian 
serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung. Permasalahan tingginya 
jumlah penderita HIV AIDS di Kabupaten Temanggung apabila ditinjau 
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 
tentang Sistem Kesehatan Nasional bisa dikatakan bahwa telah terjadi 
kegagalan pada sistem kesehatan di Kabupaten Temanggung. 
Permasalahan-permasalahan diatas merupakan pukulan telak bagi 
pemerintahan Kabupaten Temanggung, dimana di kota yang dikategorikan 
kecil memiliki permasalahan yang kompleks. Bahkan masih ada permasalahan 
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lain di Temanggung yang sering di dengar dengan permasalahan pelajar 
seperti bolos sekolah di tempat-tempat hiburan di wilayah kota. Hal ini 
didasari dari operasi pelajar yang dilakukan Satpol PP pada tanggal 25 Maret 
2015  mendapati 13 pelajar membolos sekolah, sedangkan pada tanggal 26 
Maret 2015 Satpol PP menemukan kembali 11 anak yang tidak masuk 
sekolah. Operasi pelajar tersebut dilaksanakan di Kecamatan Temanggung, 
Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Pringsurat. Adapula permasalahan 
tawuran antar sekolah yang beberapa kali terjadi di Temanggung yang 
berdampak pada terganggunya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 
Dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Temanggung 
diharapakan peran aktif  Pemerintah Temanggung  melalui Satpol PP 
Kabupaten Temanggung untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 
kenakalan pelajar. Terganggunya rasa aman, tenteram dan nyaman masyarakat 
karena potensi gangguan kententraman dan ketertiban umum merupakan 
kewenangan dari Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah yang memiliki 
tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam penegakan peraturan daerah dan 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Akan Tetapi 
dalam suatu kegiatan Satpol PP Temanggung kekurangan personil untuk 
menjalankan tugasnya. Dalam hal ini harusnya ada penambahan jumlah 
personil Satpol PP sehingga kegiatan atau tugas yang dijalankan dapat 
berjalan lancar seperti kegiatan pembinaan pelajar. 
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Namun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 
2014 Tentang Pencambutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 
Tentang Penjemputan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan 
Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim 
HANKAMRATA yaitu memutuskan bahwa : 
Pada Pasal 1 mengemukakan : 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjemputan Organisasi 
Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat 
Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim HANKAMRATA 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
  
Dengan Peraturan Presiden ini keputusan sehubungan dengan tugas dan 
fungsi yang berkaitan dengan ketertiban umum, kentemtraman masyarakat, 
dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 
Oleh karena itu dikemudian hari anggota Linmas kemungkinan akan membaur 
menjadi satu dengan Anggota Satpol PP, dengan demikian fungsi Satpol PP di 
daerah akan semakin menonjol sampai dengan ke desa-desa. Sehingga 
keberadaan Satpol PP semakin eksis dan dapat menjangkau keseluruh wilayah 
kabupaten yang dapat memonitoring kegiatan gangguan trantibum semakin 
terkontrol dan tekordinasi dengan baik.  
Kegiatan perilaku menyimpang pelajar yang kaitannya belum mengarah 
pada tindak kriminalitas, maka kewenangan penanganannya oleh Satpol PP, 
namun bila telah memenuhi delik pidana misal; tawuran menyebabkan 
jatuhnya korban hingga menyebabkan kematian atau korban luka karena 
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penganiayaan maka barulah menjadi kewenangan pihak POLRI. Namun jika 
baru sebatas potensi gangguan ketentraman dan ketertiban berkaitan kelulusan 
dengan aksi corat-coret, bolos sekolah dengan main Playstation/Videogame di 
warnet maka belum merupakan suatu delik kriminalitas, sehingga pelanggaran 
tersebut merupakan pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat yang 
merupakan ranah dan kewenangan Satpol PP sebagai penegak peraturan 
daerah. 
Hasil kegiatan pembinaan ketentranman masyarakat ini diantaranya 
adalah tercipta kesamaan pandangan terkait pola tindak penanganan etika 
perilaku pelajar didalam dan diluar sekolah yang menyimpang. Untuk 
bersama-sama menangani kenakalan pelajar sesuai dengan proporsi dan 
kewenangan masing-masing. Harapan yang sangat besar dari pihak sekolah 
adalah Satpol PP turut membantu dunia pendidikan melalui kegiatan patroli 
berkala untuk meminimalisasi kegiatan pelajar yang mengarah pada perilaku 
menyimpang. Apalagi di warung kopi dan tempat nongkrong yang dijadikan 
tempat berkumpul pelajar yang terkadang  juga menjual miras, warnet yang 
biliknya dibuat tinggi dan tertutup, dan lain sebagainya. 
Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah merupakan satu 
kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. 
Apalagi kegiatan pembinaan kententraman masyarakat ini yang dilakukan 
untuk pelajar ini masuk ke dalam ranah Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 
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Bukan hanya satu ranah namun dua ranah yaitu pemberdayaan masyarakat 
dan kepemudaan.  
Hal ini tentunya sangat menambah kegiatan pembinaan kententraman 
untuk pelajar ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah mencegah kenakalan 
pelajar yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung.  
Berdasarkan alasan diatas maka perlu kiranya diadakan penelitian untuk 
mengetahui peran SATPOL PP Kabupaten Temanggung dalam membina 
kenakalan  pelajar, sehingga terlihat dampak apa yang terjadi terhadap pelajar 
tersebut. Dengan begitu pelajar tidak lagi melakukan kenakalan kembali dan 
dapat berbuat hal-hal yang lebih positif.   
B. Identifikasi Masalah 
Pada dasarnya permasalahan dalam pembinaan kenakalan pelajar di 
Temanggung merupakan hal yang penting. Dan beberapa dibawah ini 
termasuk masalah dalam pembinaan kenakalan pelajar: 
1. Masih labilnya para pelajar dalam menyikapi suatu masalah. 
2. Tidak adanya pengawasan, pendampingan, serta perhatian khusus dari 
orang tua. 
3. Kurang adanya bimbingan secara berkala di sekolah. 
4. Lingkungan yang kurang sehat dalam mempengaruhi kehidupan pelajar. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada di identifikasi masalah diatas, agar 
permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini tidak meluas maka perlu 
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adanya pembatasan masalah dengan keterbatasan peneliti  maka dari sekian 
banyaknya permasalahan yang dihadapi tidak seluruhnya dikaji dalam 
penelitian ini, namun hanya dibatasi pada dua faktor saja yang berhubungan 
dengan ranah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tentang pemberdayaan 
masayarakat dan kepemudaan yaitu “Peran Satuan Polisi Pamong Praja 
(SATPOL PP) Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar Di 
Kabupaten Temanggung”. 
D. Rumusan masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan 
masalah, sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk bimbingan Satpol PP Kab.Temanggung dalam 
mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung? 
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengatasi kenakalan 
pelajar? 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Satpol PP Temanggung dalam 
mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung. 
2. Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam 
mengatasi kenakalan pelajar. 
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F. Manfaat Penelitian 
1.Manfaat Praktis 
Bagi Satpol PP, Dengan adanya penelitian ini dharapkan dapat 
memberi pencerahan baru dalam hal pembinaan kenakalan-kenakalan 
pelajar yang ada di Temanggung. 
2.Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna 
penelitian ini lebih lanjut yang berkaitan dengan bagaimana pembinaan 
kenakalan-kenakalan pelajar di dalam Satpol PP khususnya yang ada di 
Temanggung. Selain itu untuk Peneliti, Hasil penelitian ini dapat 
menjadikan pengetahuan baru yang dapat dikembangkan dan 
memperoleh sesuatu ilmu dari salah satu ranah Pendidikan Luar Sekolah 
(PLS) yang baru. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
1. Pengertian Satpol PP 
Dalam buku Peraturan Mendagri Tentang Standar Operasional Prosedur 
Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat 
Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  serta 
menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala 
daerah. (2013:4) 
Dengan ini peran Satpol PP sangatlah jelas yaitu bagian dari sebuah 
pemerintahan yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram kepada 
masyarakat. Satpol PP dalam memberikan rasa nyaman ini Satpol PP 
melakaukan penindakan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, 
dan keputusan kepala daerah yang telah disepakati. Maka dari itu penegakan 
yang dilakukan akan sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) Satpol PP dimana pada 
jalur yang tepat sebagai aparatur pemerintah yang dapat memberikan rasa 
aman dan tentram. 
Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan 
peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan 
daerah Kabupaten/Kota. 
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a. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah. 
b. Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh 
kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
2. Sejarah Satpol PP 
Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 
moto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah 
daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman 
kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi 
kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan 
mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan 
Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di 
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban 
masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi 
Detasemen Polisi Pamong Praja. 
 Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 
Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, 
setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai 
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pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan 
dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. 
Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk 
membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 
13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi 
menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak 
pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 
Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang 
melaksanakan tugas dekonsentrasi. 
Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan 
direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu  
melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Tugas Pokok dan 
Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP semakin memperjelas apa yang dikerjakan oleh 
Satpol PP tersebut. 
Untuk Kabupaten Temanggung sendiri Satpol PP terbentuk pada tanggal 
9 Mei 1992 yang anggotanya terdiri dari gabungan anggota Ketertiban Umum 
( TIBUM ) dan anggota Satuan Tugas Pengelola Daerah Perkotaan yang pada 
saat itu dibawah Matrik Hansip, sehingga kedua pasukan gabungan tersebut 
lebur menjadi satu dibawah nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Temanggung dengan tugas membantu Kepala Wilayah dalam 
menyelenggarakan Pemerintahan Umum ( pasal 86 UU. No. 5 Tahun 1974 ) 
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khususnya dibidang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kabupaten 
Temanggung ( Keputusan Bupati Temanggung No. 061.1/83/1993 tanggal 28 
Maret 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pamong Praja di 
Kabupaten Temaggung).  
3. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
Peran Satpol PP semakin strategis dan menuntut peningkatan kinerja yang 
benar-benar optimal. Di tengah keterbatasan dana maupun jumlah personil 
yang dimiliki, Satpol PP bukan saja dituntut makin taktis, tetapi juga dituntut 
untuk terus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya 
dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan. 
Penggunaan pendekatan yang humanis  yang lebih menonjolkan 
persuasif  daripada kekuatan fisik merupakan strategi yang tepat untuk 
penegakan ketertiban umum. 
Tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam bidang penegakan Peraturan 
Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat (Tibum 
Tranmas). Sering dijumpai anak pelajar yang bolos sekolah, bermain 
playstation/videogames di warnet, berpacaran di lokasi wisata dengan masih 
mengenakan seragam sekolah, bahkan hingga terlibat tawuranan tarpelajar. 
Tentunya membuat  keprihatinan dengan hal tersebut, karena tindakan pelajar 
tersebut tidak mencerminkan budi pekertidan kepribadian yang sesuai dengan 
norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat. Pelajar sesungguhnya diharapkan 
dapat menjadi generasi muda yang berilmu pengetahuan (iptek) yang tinggi 
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dan memiliki iman dan taqwa (imtaq) yang kuat pula. Sehingga kemampuan 
intelektualitas dapat selaras dengan tata krama dan budi pekerti. 
Oleh karena itu, Satpol PP seperti di Jawa Tengah dan Temanggung 
merasa perlu untuk duduk bersama dengan para guru yang menangani 
perilaku pelajar yaitu para Wakil Kepala Sekolah dan para Guru BK 
(Bimbingan Konseling) sebagai Mitra Tramtib Satpol PP untuk bersama-sama 
merumuskan pola tindak pencegahan, pembinaan dan pengawasan etika dan 
perilaku pelajar untuk menjalin sinergi dalam mengatasi bersama etika 
perilaku pelajar yang menyimpang. 
4. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
Menurut Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 
Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 
meyebutkan bahwa: 
a. Visi yaitu terwujudnya ketentraman dan ketetriban masyarakat serta 
menegakkan peraturan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. 
b. Sedangkan, Misinya Satpol PP memiliki: 
1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman 
dan ketertiban. 
2. Melaksanakan kegiatan patrol dalam rangka mewujudkan rasa aman. 
3. Menertiban pelanggaran perda dan keputusan Kepala Daerah. 
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4. Membimbing masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan 
ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang 
dilakukan baik oleh pemerintahan maupun masyarakat pada 
umumnya. 
5. Mencegah kemungkinan munculnya keadaan yang mengarah pada 
kondisi terganggunya ketentraman dan ketertiban. 
6. Mengupayakan masyarakat agar mematuhi peraturan. 
7. Meningkatkan profesional pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja 
yang selalu didasari oleh ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 
8. Mengembangkan manajemen ketentraman dan ketertiban dengan 
pendekatan kemanusiaan dan profesional. 
Dengan penjelasan visi misi diatas dapat dikatakan bahwa Satpol PP 
berperan mewujudkan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat. Selain itu 
Satpol PP juga menjadikan masyarakat sadar akan keterlibatan mereka 
didalam menciptakan sebuah kondisi yang aman dan tentram serta mematuhi 
semua peraturan yang ada. Dalam penertiban keputusan perda peran Satpol PP 
sangat penting dalam menjalankan keputusan Kepala Daerah dan mencegah 
setiap pelanggaran yang mucul didalam sekitaran masyarakat. Maka dari itu 
dengan ini dapat meningkatkan profesionalitas Satpol PP dalam menjalankan 
setiap tugas yang dijalankan sehingga dapat menajemen ketetriban umum 
yang dapat menciptakan kondisi sesuai peraturan yang ada. 
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5. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Kantor 
Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula 
menjelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP 
menyebutkan bahwa : 
a. Tugas yaitu membantu gubernur dalam menyelenggaraan pemerintah 
Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan peraturan 
daerah. 
b. Sedangkan, Fungsi Satpol PP sendiri yaitu : 
1. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman 
dan ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah. 
2. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan  penegakan 
Peraturan Daerah. 
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan 
Perda. 
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dibidang ketentraman, ketertiban 
umum, dan penegakan Perda. 
5. Pelaksanaan pengembangan kapasitasi satuan Polisi Pamong Praja. 
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6. Pelaksanaan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan 
penegakan Peraturan Daerah. 
7. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum 
hubungan masyrakat, organisasi dan tata laksana serta umum dan 
perlengkapan. 
Dengan penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP diatas 
dapat didefinisikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam menjaga ketertiban dan 
ketentraman masyarakat Satpol PP memiliki dasar-dasar apa yang harus 
dijalankan oleh satuan Polisi Pamong Praja. Dimana baik dalam tugas dan 
fungsi ini dapat terselenggara dengan baik ketika masyarakat juga ikut 
berkontribusi untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman dan penegakan 
perda yang dilakukan lewat bimbingan maupun informasi dari Satpol PP. 
Oleh karena itu, Masyarakat akan merasa nyaman dan aman ketika peran yang 
dilakukan oleh Satpol PP sesuai tupoksi yang ada sesuai penjelasan diatas.  
6. Bentuk dan Metode Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) 
Adapun dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan 
kententraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : 
a. Formal 
1. Sasaran perorangan 
a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota 
masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk 
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memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan 
terhadap Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk 
hukum lainnya. 
b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya 
telah melanggar dari ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala 
Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan 
pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya menggangu 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara umum. 
2. Sasaran kelompok  
Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan 
dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan bekoordinasi 
dengan instasi/SKPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di 
suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta 
narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan 
kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 
produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan 
ketentraman masyrakat. 
b. Informal 
Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral 
untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan 
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya 
kepada masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pembinaan 
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ketertiban umum dan kentrentaman masyarakat adalah dengan membina 
saling asah, asih, dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyrakat 
tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka 
peningkatan, ketaatan, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan 
Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari 
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tentram di daerah 
dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
sarana dan fasilitas umum yaitu : 
1. Media massa dan Media elektronik seperti radio dan televisi. 
2. Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/kelurahan 
dan Kecamatan. 
3. Tatap muka. 
4. Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk 
untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti 
Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) 
dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintah Daerah 
dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.    
Dengan penjelas diatas selain itu Satpol PP dalam pembinaannya atau 
bimbingannya melakukan Razia di tempat-tempat umum. Untuk Razia pelajar 
biasanya dilakukan di temapat tongkrong pelajar seperti warnet, tempat ps, 
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dan tempat hiburan lainnya. Karena kedapatan di tempat-tempat hiburan inilah 
para pelajar melakukan bolos sekolah ketika masih jam sekolah. Dengan razia 
ini diharapkankan pelajar sadar bahwa masa depannya sangat penting dengan 
tidak melakukaan hal-hal yang sama seperti bolos sekolah maupun kenakalan 
remaja lainnya. Setelah dirazia ini para pelajar dikumpulkan dikantor Satpol 
PP untuk dibina untuk tidak mengulangi kenakalan yang sama dengan diberi 
pengetahuan tentang mental, ahklak dan agama sehingga mereka sadar bahwa 
tindakan yang dilakukannya merupakan menyimpang. Setelah dibina para 
pelajar dapat diambil oleh guru maupun orang tua dengan kesepakatan yang 
telah dibuat bahwa tidak melakukan lagi.  
B. Kenakalan Pelajar atau Remaja 
1. Pengertian dan Batasan Remaja 
Kata remaja diterjemahkan dari kata dalam bahasa Inggris adolescence 
atau adolecere (bahasa latin) yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk masak, 
menjadi dewasa (Rita Eka Izzaty, dkk. 2013:121). Dalam pemakaiannya  
istilah remaja dengan adolecen disamakan. Adolecen maupun remaja 
menggambarkan seluruh perkembangan remaja baik perkembangan fisik, 
intelektual, emosi dan sosial. 
Menurut Piaget dalam Mohammad Ali dan Mohammad Asrori 
(2008:9) bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia dimana 
individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia 
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dimana anak tidak merasa  bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang 
yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki 
masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang 
dari usia pubertas. 
Masa remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik ketika   
alat-alat kelamin manusia mencapai kematangan (Sarlito Wirawan  Sarwono,   
2006:7). Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih dua tahun, 
biasanya dihitung mulai haid pertama pada wanita atau sejak seorang laki-
laki mengalami mimpi basah yang pertama. Masa dua tahun ini dinamakan 
pubertas. 
Hurlock menyatakan awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 
tiga belas tahun sampai enam belas tahun atau tujuh belas tahun, dan akhir 
masa  remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai delapan belas 
tahun, yaitu usia matang secara hukum (Rita Eka Izzaty, dkk.  2013:122).  
Sarlito  W.  Sarwono  (2012:8)  menyatakan  bahwa remaja menurut hukum 
adalah “waktu antara 16/19 tahun sampai 21 tahun inilah  yang  dapat  
disejajarkan dengan pengertian “remaja” dalam ilmu-ilmu sosial yang lain”. 
Sedangkan Menurut Mappiare dalam Mohammad Ali dan Mohammad 
Asrori (2005:9), masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai  
dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. 
Dengan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa remaja adalah usia 
dimana sedang menjalani masa peralihan untuk menjadi dewasa yang sedang 
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berkembang baik fisik maupun psikis yang berada pada usia antara 12-22 
tahun. Untuk itu perlunya perhatiaan khusus terhadap remaja karena pada 
masa remaja ini dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya seseorang. 
2. Pengertian Kenakalan Pelajar atau Remaja 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar 
nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak 
menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik 
dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain, tingkah laku yang melanggar 
norma kehidupan masyarakat.  
 Istilah kenakalan remaja merupakan kata lain dari kenakalan anak yang 
terjemahan dari “ juvenile delinquency”. Kata juvenile berasal dari bahasa 
Latin “juvenilis” yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada 
masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata delinquent 
juga berasal dari bahasa Latin “delinquere” yang artinya terabaikan, 
mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, 
pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki 
lagi, durjana dan dursila 
Menurut ahli psikologi Drs. Bimo Walgito (1991: 11), merumuskan arti 
selengkapnya dari “juvenile delinquency” yakni tiap perbuatan, jika perbuatan 
tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan 
kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum jika dilakukan oleh 
anak, khususnya anak remaja. 
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Menurut Kartono (1991: 11) , ilmuwan sosiologi Kenakalan Remaja atau 
dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan 
gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk 
pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang 
menyimpang".  
Menurut Santrock (2002:31) Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari 
berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi 
tindakan kriminal. 
Kenakalan remaja atau pelajar meliputi semua perilaku yang menyimpang 
dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku 
tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Para 
ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 
tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, 
namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Dimana di 
usia pelajar ini  berada pada masa transisi. 
Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari 
norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut 
akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Masalah 
kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak 
terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (juvenile court) pada 1899 di 
Illinois, Amerika Serikat. Dengan tinjauan diatas dapat disimpulkan bahwa 
kenakalan remaja merupakan hal yang sering ditemui disekitar kita yang 
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sangat menghawatirkan. Bagaimana disini remaja atau pelajar yang sangat 
diharapkan sebagai agen perubahan yang dapat merubah atau memperbaiki 
keadaan suatu bangsa untuk terus maju dan berkembang. Akan tetapi dengan 
keadaan kenakalan pelajar yang semakin mengkhawatirkan ini diharapkan 
peran orang tua, sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait dapat mengatasi 
kenakalan pelajar ini dengan baik dan dapat mengurangi tingkat kenakalan 
remaja yang saat ini meresahkan masyarakat. 
3. Sebab-Sebab Kenakalan Remaja 
Anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya terdiri dari berbagai 
macam individu yang berbeda-beda dalam berbagai segi. Mereka terdiri dari 
tua-muda, kaya-miskin, bangsawan-bukan bangsawan, ilmuwan-bukan 
ilmuwan, pejabat tinggi dan orang awam. Dalam kenyataan sering terjadi 
hubungan individu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok 
mengalami ketegangan disebabkan karena terdapat seorang anggota kelompok 
di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menganggu orang lain. Pelanggaran 
hak orang lain di dalam masyarakat sering dilakukan oleh anak remaja antara 
lain : 
a. Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat 
kebendaan, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. 
b. Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain, seperti pembunuhan 
dan penganiyayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. 
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c. Perbuatan-perbuatan lain yang berupa delik hukum, maupun yang 
berupa perbuatan anti sosial seperti geladangan, pertengkaran, begadang 
sampai larut malam. 
Perbuatan   tersebut menimbulkan keresahan sosial sehingga kehidupan 
masyarakat tidak harmonis lagi dan jika ditinjau secara yuridis formal ternyata 
perbuatan anak remaja tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. 
Kelakuan anak remaja yang melawan norma sosial dan bertentangan dengan 
kaidah hukum yang berlaku biasanya disebut kenakalan remaja atau juvenile 
deliquency.  
4. Karakteristik Masalah-Masalah Remaja  
Sejumlah masalah mungkin memiliki kecenderungan lebih besar untuk 
timbul pada suatu tingkat perkembangan tertentu dibandingkan tingkat 
perkembangan lainnya. Sebagai contoh, rasa takut lebih banyak dialami di 
masa kanak-kanak awal, banyak masalah-masalah di sekolah timbul pertama 
kali di usia kanak-kanak pertengahan dan kanak-kanak akhir, dan masalah 
penyalahgunaan obat lebih banyak dialami di masa remaja (Achenbach & 
Edelbrock, 1981) 
Dalam sebuah penyelidikan berskala besar yang dilakukan oleh Thomas 
Achenbach dan Craig Edelbrock (1981), ditemukan bahwa remaja-remaja 
yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rendah memiliki 
kecenderungan lebih besar mengalami masalah dibandingkan remaja-remaja 
yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi menengah. Sebagian besar 
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masalah yang dialami oleh para remaja yang berasal dari latar belakang sosial-
ekonomi rendah merupakan perilaku ekstenalisasi yang tidak terkendali 
sebagai contoh, menganggu kebersamaan orang lain dan berkelahi. Peilaku-
perilaku ini juga lebih banyak dijumpai pada remaja laki-laki dibandingkan 
perempuan. Masalah-masalah yang dialami oleh para remaja yang berasal dari 
sosial-ekonomi menengah dan remaja perempuan lebih sering merupakan 
perilaku internalisasi sebagai contoh, kecemasan dan depresi.    
Dalam studi yang dilakukan baru-baru ini, remaja laki-laki Latin yang 
memiliki relasi yang baik dengan ibunya, memiliki kecenderungan tidak 
memperlihatkan perilaku eksternalisasi dibandingkan rekannya yang memiliki 
relasi yang buruk dengan ibunya.(Loukas & Prelow, 2004)  
5. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja  
Menurut Mulyono (1989 : 122)  mengemukakan bentuk-bentuk kenakalan 
remaja yang dapat yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok: 
1. Kenakalan yang bersifat amoral dan anti sosial yang tidak teratur oleh 
undang-undang sehingga tidak apat dikategorikan sebagai pelanggaran 
hukum, seperti berbohong atau memutar balikan kenyataan dengan 
tujuan menipu diri, kabur dari rumah, keluyuran atau pergi sampai 
larut malam, dan bergaul dengan teman yang dapat menimbulkan 
pengaruh negatif. 
2. Kenakalan bersifat melanggar hukum dengan penyelesaiannya sesuai 
dengan undang-undang dan hukum, sepeti berjudu, mencuri, 
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menjambret, merampok, menggelapkan barang, penipuan dan 
pemalsuan, memiliki dan membawa senjata tajam yang dapat 
membahayakan orang lain, percobaan atau terlibat pembunuhan, dan 
penganiyaan. 
Dengan begitu bentuk-bentuk kenakalan remaja tersebut bervariasi sesuai 
dengan perkembangan zaman. Maka secara umum bentuk-bentuk kenakalan 
dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kenakalan yang 
bersifat amoral dan anti sosial serta kenakalan yang bersifat melanggar 
hukum. 
6. Kenakalan Remaja Sebagai Problem Sosial 
Juveile delinkquency (kenakalan remaja) bukan hanya merupakan 
perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk di 
dalamanya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Dewasa ini sering 
terjadi seorang anak digolongkan sebagai delikuen jika pada anak tersebut 
nampak adanya kencederungan-kecenderungan anti sosial yang sangat 
memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-
gangguan terhadap kemanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, 
misalnya pencurian, pembunuhan, penganiyayaan, pemerasan, penipuan, 
penggelapan, dan geladangan serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan 
oleh anak remaja yang meresahkan masyarakat. 
Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena 
perbuatan-perbuatan anak remaja dirasakan sangat mengganggu kehidupan 
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masyarakat baik di kota maupun pelosok desa. Akibatnya sangat memilukan, 
kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan sebagian 
anggota-anggotanya menjadi terasa terancam hidupnya. Problem tadi pada 
hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama di dalam kelompok. Hal ini 
bukan berarti masyarakat harus membenci anak delikuen atau 
mengucilkannya akan tetapi justru sebaliknya. Masyarakat dituntut secara 
moral agar mampu mengubah anak-anak delikuen menjadi anak saleh, paling 
tidak mereka dapat dikembalikan dalam kondisi equilibrium.  
Problem sosial tersebut secara esensial bukan sekedar merupakan 
tanggung jawab para orang tua/wali atau pengasuh di rumah, pemuka-pemuka 
masyarakat, dan pemerintah semata, akan tetapi masalah-masalah tersebut 
menjadi tanggung jawab para anak remaja sendiri untuk ditanggulangi, jadi 
hindari demi kelangsungan hidup masa depan mereka. Dalam beberapa hal 
timbul kesulitan yang asasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, akan 
tetapi secara sosiologis rasa ikut bertanggung jawab untuk mengatasi problem 
sosial akan timbul dengan sendirinya karena adanya unsur solidaritas (sense of 
solidarity) yang kuat dari mereka terhadap masyarakat.  
C. Bentuk Bimbingan Pekerjaan Sosial  
1. Pengertian Pekerjaan Sosial 
Menurut International Federation of Social Worker/IFSW yang dijelaskan 
Dubois & Miley dalam Miftachul Huda (2009 : 3), pekerjaan sosial (social 
work) adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan 
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masalah dalam kaitanya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan 
membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.  
Sedangkan menurut Edi Suharto (2005 : 25) mengungkapkan bahwa 
pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang bertujuan 
untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu 
untuk menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan peranannya.  
Dari definisi yang dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa pekerjaan sosial 
merupakan sebuah profesi yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan 
masalah-masalahnya. Hal ini termasuk Satpol PP yang bertugas untuk 
menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu pekerja 
sosial yang membantu masyarakat. 
2. Tujuan Pekerjaan Sosial  
Pada awalnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh The National 
Association of Social Workers (NASW) pekerjaan sosial mempunyai empat 
tujuan utama. Namun belakangan ini, The Council on Social Education 
menambah dua tujuan pekerjaan sosial menjadi enam, yaitu : 
1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, 
menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya. 
2. Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan. 
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar 
berjalan secara efektif. 
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4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan 
sosial yang berpihak. 
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong 
kesejahteraan sosial maupun ekonomi. 
6. Mengembangkan dan melakukan uji ketrampilan dan pengetahuan 
profesional. 
Dengan tujuan pekerja sosial yang telah ditetapkan ini merupakan sebuah 
langkah yang  bersimabungan dan membantu para pekerja sosial dalam 
menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pekerja sosial dapat fokus untuk 
menjalankan tujuan pekerja sosial yang dapat membantu individu, kelompok 
maupun masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. 
3. Peranan Pekerja Sosial Dalam Konseling 
Pekerja sosial dalam menjalankan peranannya memiliki proses konseling 
dalam menjalankan perannya, yaitu : 
a) Enabler 
Membantu klien untuk memenuhi kebutuhannya, mengidentifikasi 
masalah, mengeksporasi solusi-solusi yangb strategis, memilih dan 
menerapkan strategi, dan mengembangkan kapasitasnya sehingga 
masalahnya dapat teratasi secara efektif. 
b) Broker 
Broker (pialang sosial) yang menghubungkan seorang (klien) dengan 
sistem sumber yang dibutuhkan. 
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c) Advokat  
Pekerja sosial dapat berperan membela kepentingan klien agar hak-hak 
yang semestinya diperoleh dapat terpenuhi. 
d) Pendidik  
Pekerja sosial dapat bertindak sebagai pendidik sehingga dapat 
meningkatkan kefungsian klien sehingga dapat menutupu kekurangan 
klien dalam hal pengetahuan ataupun ketrampilannya. 
e) Memberdayakan  
Peran pekerja sosial dapat berperan untuk memberdayakan klien terhadap 
potensi maupun kekuatan yang dimilikinya. 
f) Aktifitas  
Aktivis pergerakan sosial adalah seorang pekerja sosial yang bekerja 
untuk menjunjung tinggi keadilan sosial ataupun persamaan hak adalah 
bagaian dari profesi pekerja sosial. 
4. Metode Pekerja Sosial 
Metode pendampingan pekerja social adalah serangkaian cara kerja atau 
prosedur yang teratur dan sistematis yang dilaksanakan oleh pekerja sosial 
dalam memberikan pelayanan sosial kepada klien sehingga dapat mencapai 
tujuan yang diharapkan secara efektif.  
Metode pokok pendampingan pekerja social terhadap klien terdiri dari 
tiga macam, yaitu sebagai berikut: 
a. Metode bimbingan sosial perorangan (social case work) 
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Merupakan serangkaian cara kerja atau prosedur yang teratur dan 
sistematis untuk memberikan bantuan kepada individu yang didasarkan 
atas pengetahuan, pemahaman, serta penggunaan teknik-teknik secara 
terampil yang diterapkan untuk membantu individu dalam memecahkan 
masalahnya dan mengembangkan dirinya sendiri. 
b. Metode bimbingan sosial kelompok (social group work) 
Merupakan serangkaian cara kerja atau prosedur yang teratur dan 
sistematis yang diterapkan pekerja sosial dalam membimbing individu 
yang terikat di dalam kelompok. 
c. Metode bimbingan sosial organisasi (social community organization atau 
community development) 
Merupakan suatu metode dan proses untuk membantu masyarakat dengan 
mendorong mereka untuk mengorganisasikan diri agar dapat menentukan 
kebutuhan dan tujuannya, serta dapat menggali dan memanfaatkan 
sumber yang ada guna mencapai kesejahteraannya sendiri (Istian 
Hermawati, 2001:31-67).  
5. Pengertian Bimbingan Sosial  
I.Djumhur dan Moh. Surya (1975:15)  mengemukakan bahwa bimbingan 
sosial yaitu bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam 
memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, 
sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam 
lingkungan sosialnya. 
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Sedangkan menurut Andi Mapiare suatu bimbingan dikatakan bimbingan 
sosial apabila penekanan bimbingan lebih diarahkan pada usaha-usaha 
mengurangi masalah-masalah sosial. 
Sementara dalam lampiran Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 37 
Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja Provinsi Jawa Tengah, Bimbingan atau pembinaan adalah segala usaha 
dan kegiatan membimbing dan mendorong, mengarahkan, menggerakan, 
termasuk kegaiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan 
sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana / program ; 
Pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem, dan metode secara 
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan 
secara maksimal. 
Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat diatas dapat disimpulkan 
bahwa bimbingan sosial adalah proses dimana seseorang atau kelompok 
masyarakat termasuk pelajar mendapat bantuan untuk menjadikan hidupnya 
lebih baik lagi dan dapat memperbaiki masalah-masalah sosialnya sehingga 
dapat berdampak pada dirinya sendiri maupun orang lain dengan melakukan 
hal-hal yang positif. 
6. Prinsip Bimbingan Sosial 
Bimbingan sosial dilakukan dalam hal penaganan suatu tindakan 
bimbingan ini dilakukan atas dasar prinsip pendidikan, yaitu : 
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a. Kontrak pembelajaran, artinya setiap bimbingan diawali dengan 
pentingnya kontrak pembelajaran antara peserta dengan fasilitator. 
Dengan kontrak ini, maka peserta telah dilibatkan sejak awal proses 
bimbingan. 
b. Partisipasif, artinya setiap bimbingan menekankan pentingnya peranan 
peserta. 
c. Belajar atas dasar pengalaman, artinya setiap bimbingan didasarkan 
pada pengalaman peserta. 
d. Saling memberi dan menerima, artinya setiap bimbingan didasarkan 
pada proses dialogis yang menjamain situasi untuk saling memberi dan 
menerima informasi secara utuh. 
7. Teknik Bimbingan Sosial 
Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan bimbingan 
sosial, antara lain : 
a. Cermah dan Tanya jawab, yaitu menyajikan informasi yang diperlukan 
bagi peserta dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. 
b. Curah pendapat, yaitu memberika peluang kepada setiap peserta untuk 
mengemukakan berbagai pandangan, tanggapan, masukan, saran, 
kritik, tentang materi yang disajikan dalam upaya pemecahan masalah. 
c. Diskusi, yaitu membahas topik bimbingan melalui diskusi kelompok 
dengan topik tertentu. 
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d. Simulasi, yaitu mendorong kreativitas peserta dalam mengenal, 
memahami, dan menelaah materi yang disampaikan dalam berbagai 
bentuk permainan. 
e. Studi lapangan, yaitu peserta diajak untuk melakukan studi secara 
langsung terhadap sasaran yang relevan dengan kebutuhan bimbingan, 
misalnya studi banding, pengamatan lapangan, kunjungan obyek 
tertentu, praktek lapangan dan lain-lain. 
f. Berceritera, yaitu menceritakan tentang pengalaman masa lalu, 
maupun masa kini dan hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan. 
g. Menggambar, yaitu memaknai gambar atau membuat gambar tertentu 
kemudian dimaknai oleh peserta. 
h. Permainan peran, yaitu seluruh peserta memainkan peran sesuai 
dengan topik yang dibahas dalam bimbingan. 
i. Lokakarya, yaitu menyusun dan menghasilkan produk tertulis berupa 
antara lain proposal penanganan satu masalah atau kasus setempat 
(rencana kegiatan) 
j. Pengembangan tim, yaitu meningkatkan kemampuan pembimbing 
sebagai satu kelompok dalam pecapaian tujuan bersama. 
k. Kunjungan observasi, yaitu memperoleh bahan banding dalam 
pemecahan masalah atau kasus setempat. 
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l. Pengayaan tugas, yaitu meningkatkan rasa pecapaian pribadi karena 
tantangan tugas serta motivasi yang berasal dari tugas yang 
dilaksanakan sehari-hari. 
m.  Konsultasi internal, yaitu meningkatkan kinerja pembimbing melalui 
penugasan seorang konsultan dilokasi kerja pembimbing untuk jangka 
waktu tertentu. 
n. Studi kasus, yaitu mengangkat suatu kasus berupa kejadian, peristiwa 
yang terjadi dilingkungan masyarakat untuk yang mengembangkan 
ketahanan sosial mereka.   
D. Upaya Satpol PP Dalam Penanganan Kenakalan Pelajar   
1. Kewenangan Satpol PP Dalam Penanganan Kenakalan Pelajar 
Dalam penaganannya ketertiban umum dan kententraman masyarakat 
termasuk pelajar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki 
kewenangan dalam menanggulanginya menurut PP RI No 6 Tahun 2010 Pasal 
6 adalah sebagai berikut : 
a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda 
dan/atau peraturan kepala daerah.  
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.  
c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 
masyarakat. 
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d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, 
atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda 
dan/atau peraturan kepala daerah. 
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 
peraturan kepala daerah.  
Dengan uraian diatas dapat dilihat bahwa Satpol PP memiliki wewenang 
menindak warga masyarakat, dalam hal ini para pelajar yang melakukan 
gangguan terhadap ketertiban umum dan kententraman masyarakat. Dengan 
demikian peran Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah memiliki 
sumbangsih yang cukup berarti dalam penegakan perda dan menjaga 
ketertiban umum dan kententraman masyarakat yang berpedoman dari 
undang-undang yang ada. 
2. Tindakan Yang Dilakukan Dalam Penindakan Penanganan  
Dalam penindakan yang dilakukan Satpol PP yang dijelaskan dalam 
Makalah Diklat Teknis Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar Angkatan IV 
(2002) disebutkan bahwa tugas pokok Satpol PP dalam penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu : 
a. Tugas preventif adalah mencegah timbulnya masalah yang mengarah 
pada indikasi munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum 
serta pelanggaran peraturan daerah. Tugas ini dilaksanakan antara lain 
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dalam bentuk pengamanan, patroli wilayah, penyuluhan, bimbingan, 
latihan, pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun 
kelompok masyarakat. 
b. Tugas represif adalah penindakan terhadap para pelanggar peraturan 
daerah serta pelanggar ketentraman dan ketertiban umum sehingga pelaku 
harus mematuhi ketentuan yang ada. Tindakan ini mengandung unsur 
pemaksaan terhadap pelanggar karena tidak mematuhi ketentuan yang 
berlaku. Tugas ini dilaksanakan antara lain dalam bentuk surat teguran, 
surat pernyataan, surat peringatan, operasi penertiban/operasi yustisi dan 
kegiatan razia. 
E. Hambatan Dalam Pembinaan dan Bimbingan Satuan Polisi Pamong 
Praja (SATPOL PP)   
Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi 
ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat 
seperti kenakalan pelajar, Satpol PP sesungguhnya telah melakukan berbagai 
upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikata 
telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman 
dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah untuk 
tidak keburu membesar. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya 
menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar 
optimal bukanlah hal yang mudah. Di era reformasi dan otonomi daerah 
seperti sekarang ini yang didasari oleh Menurut Peraturan Pemerintah 
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Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satpol PP, sejumlah kendala-kendala seperti 
yang dimuat oleh (http://sudarso-sby-fisip.web.unair.ac.id) yang 
menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP ada 
beberapa hal adalah: 
1. Berkaitan dengan keterbatasan jumlah petugas Kantor Pol PP yang 
umumnya masih belum memuaskan. Dibandingkan dengan tugas yang 
harus dilaksanakan sesuai tupoksinya, maka bukan saja jumlah aparat Pol 
PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah 
yang dihadapi di lapangan, tetapi dari segi kesejahteraan dan jaminan 
keselamatan selama bertugas umumnya juga belum tertangani dengan 
baik. Di Kabupaten Temanggung, boleh dikata setiap tahunnya nyaris 
selalu ada produk-produk Perda baru yang disahkan DPRD, dan ini semua 
tentu membutuhkan peran POL PP untuk mendukung dan mengamankan 
pelaksanaannya di lapangan. Di samping itu, bersamaan dengan 
perkembangan yang terjadi di masyarakat, perlu pula disadari bahwa 
berbagai masalah ketertiban dan ketentraman yang timbul juga makin 
kompleks dan rumit, sehingga ketika semua masalah itu diserahkan 
kepada Satpol PP, maka seringkali jumlah aparat yang tersedia kurang 
mencukupi. 
2. Kendala serius lain yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan 
penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah 
masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. 
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Diakui bahwa tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang 
memeadai dalam rangka melaksanakan aktivitas operasioanl di lapangan, 
maka kinerja aparat dirasakan cukup sulit untuk mencapai hasil yang 
optimal. Tidak sedikit pula aparat Satpol PP yang mengungkapkan selain 
beban tugas yang dihadapi tidak sesuai dengan jumlah personil, 
problematika sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lapangan 
merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. 
Sebagaimana dipahami bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan 
masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di 
berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas 
pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat 
diperlukan  dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 
3. Sejauh ini dirasakan bahwa upaya penegakan Perda dan upaya untuk 
menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh 
persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan 
berlangsung secara optimal. Terkesan bahwa upaya yang dilakukan 
selama masih bersifat parsial, bahkan lembaga Satpol PP  seolah berjalan 
sendiri untuk melaksanakan tugas yang relatif berat tersebut. Oleh sebab 
itu diharapkan di masa yang akan datang forum komunikasi dan 
koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non 
pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal  sehingga segala 
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permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara 
bersama. 
4.  Persoalan penegakan Perda sesungguhnya juga dapat dikaji melalui sisi 
masyarakat. Artinya masalah penegakan Perda, penciptaan ketentraman 
dan ketertiban tidak terlepas dari konsisi sosial kultural ekonomi serta 
politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Rendahnya tingkat 
pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi 
yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya pemahaman 
dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan 
politis tertentu, unsur kebiasanaan atau nilai-nilai kultural  yang 
berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor 
yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda 
yang dilakukan. Sementara itu dalam persoalan penciptaan ketentraman 
dan ketertiban umum selain berbagai faktor tersebut secara lebih spesifik 
faktor tingginya angka pengangguran, sempitnya lapangan kerja di sektor 
formal di nilai mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap 
kondisi ketentraman dan ketertiban. 
5. Masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satpol 
PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka 
pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga 
menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari 
berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat 
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pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman. 
Dalam banyak kasus, harus diakui bahwa sebagian masyarakat umumnya 
masih berpandangan bahwa urusan ketertiban dan ketentraman adalah 
tugas dan tanggungjawab aparat itu sendiri, sehingga partisipasi dari 
warga masyarakat yang semestinya menjadi kunci sukses kinerja Satpol 
PP menjadi kurang berkembang. 
6. Berkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi angota 
Satpol PP yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau 
tugas yang harus dilakukan. Pengalaman telah banyak membuktikan 
bahwa dalam upaya menertibkan sejumlah pelanggaran, sering Satpol PP 
harus berhadapan dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan dari si 
pelanggar Perda yang tidak terduga-duga hingga terjadi luka fisik yang 
merugikan kelangsungan hidup anggota Satpol PP. 
F. Kajian Penelitian Yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Arik Restu Cahyo Susilo (2013) yang 
berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Tempat Usaha 
Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya”. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Memberikan suatu kebijakan kepada 
pedagang kaki lima untuk berjualan di sebagian jalan. 2. Peran Satpol PP 
dalam Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Keputran Kota Surabaya 
sudah berperan. 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan belum 
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berperan dengan baik. 4. Dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah 
sekitar pasar Keputran, pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya berkoordinasi 
dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 5. Pelaksanaan 
pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Perda belum 
berperan. 
Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh  Fredi Anton 
Saputro  (2013) yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 
Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di 
Surakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Peranan Satpol PP dalam 
pelaksanaan Perda tentang PKL adalah penertiban dan sosialisasi, penertiban 
dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik. 2) Kendala yang 
dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Surakarta. 
Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan diatas ada persamaan dan 
perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan 
penelitian yang sudah ada yaitu mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP), tetapi fokus penelitian berbeda-beda baik dari segi setting penelitian 
ataupun pokok permasalahan yang diteliti yaitu dalam penataan tempat PKL 
dan peraturan tentang PKL. Penulis melihat bahwa sejauh ini belum ada 
penelitian yang membahas tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja 
(SATPOL PP) Kabupaten Temanggung terhadap kenakalan pelajar di 
Kabupaten Temanggung. 
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G. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir pada penelitian ini berawal dari kenakalan-kenakalan 
remaja atau pelajar yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Dengan 
kenakalan-kenakaln pelajar yang terjadi ini untuk menggulanginya  
pemerintah melalui Satpol PP yang memiliki peran tugas pokok dan fungsi 
Satpol dalam bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Ketertiban 
Umum dan Kententraman Masyarakat (Tibum Tranmas) seperti yang 
disebutkan menurut PP RI No 6 Tahun 2010 Pasal 6.  
Kemudian dengan adanya peran tersebut Satpol PP memiliki upaya-upaya 
dalam menanggani kenakalan pelajar tersebut yang tercermin dalam Makalah 
Diklat Teknis Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar Angkatan IV (2002) tentang 
penindakan yang dilakukan Satpol PP untuk penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah termasuk 
penanganan kenakalan pelajar.  
Oleh karena itu Satpol PP memiliki kegaiatan dalam penaganan 
kenakalan pelajar dengan bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan oleh 
Satpol PP kepada pelajar yang mengalami kenakalan pelajar. Dengan kegiatan 
ini pula akan timbul hambatan-hambatan yang terjadi ketika kegiatan 
bimbingan kepada pelajar ini berlangsung.  
H. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingannya Satpol PP Kab.Temanggung 
dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung? 
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2. Apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan pembimbingan atau 
pembinaan untuk mengatasi kenakalan pelajar? 
3. Bagaimana melakukan program-program pembinaannya? 
4. Bagaimana perkembangannya bimbingan terhadap kenakalan tersebut? 
5.  Apa langkah-langkah dalam melakukan bimbingan? 
6. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh pelajar setelah dilakukan 
bimbingan? 
7. Bagaiman dampak yang terjadi setelah dilakukan bimbingan? 
8. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengatasi kenakalan 
pelajar? 
9. Hambatan apa saja yang terjadi dalam mengatasi kenakalan pelajar? 
10. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut jika terjadi? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus deskriptif, sementara 
pendekatan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Hal 
tersebut sesuai penadapat Nana Syaodih Sukdinata  (2015: 72) penelitian 
deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk 
mendekripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 
fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. 
Sementara itu menurut Best dalam Nana Syaodih Sukdinata  
menyebutkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 
berusaha menggambarkan dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa 
adanya. 
Dengan pemamparan diatas menunujukan penelitian ini merupakan 
masuk ke dalam jenis kualitatif. Dimana dalam penelitian ini kan menunjukan 
dan menggambarkan sesuai pengamatan yang ada dilapangan. Dengan begitu 
penelitian ini menggambarkan bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Temanggung dalam membina dan membimbing kenakalan pelajar 
di Kabupaten Temanggung. 
B. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian merupakan sumber atau pemberi informasi atau 
keterangan mengenai data-data yang diperlukan. Menurut Aswani Sudjud  
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didalam Jonathan Sarwono (2006 : 193) ada dua hal yang sering ditemui 
dalam penelitian yaitu subyek dan obyek penelitian. Subyek dan obyek 
penelitian penelitian ini memiliki perbedaan. Subyek penelitian adalah orang, 
hewan atau benda yang akan dijadikan data penelitian sedangkan obyek 
penelitian adalah sesuatu yang akan dijadikan sasaran untuk diselidiki. 
Subyek dalam penelitian ini adalah adalah orang-orang yang menjadi 
informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang 
diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah: 1) Kepala Seksi 
atau Bidang terkait dengan pembinaan dan bimbingan kenakalan Pelajar, 2) 
Staf Seksi atau Bidang terkait dengan pembinaan dan bimbingan kenakalan 
Pelajar, 3) Anak atau Pelajar yang mengalami pembinaan dan bimbingan dari 
Satpol PP sebagai informan utama yang diambil sesuai dengan kriteria yang 
akan diteliti. 
Sedangkan obyek pada penelitian ini adalah peran Satpol PP Kabupaten 
Temanggung terhadap kenakalan pelajar di Kabupaten Temanggung.  
C. Setting Penelitian 
Tempat Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kantor Satpol PP 
Kabupaten Temanggung sebagai tempat peneliti melakukan penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peniliti itu sendiri, 
dengan dibantu alat atau instrumen yaitu pengamatan atau observasi, 
dokumen dan wawancara. 
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1. Observasi 
Menurut Hamid Darmadi (2014: 291) mengungkapkan bahwa hasil 
observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 
kejadian atau peristiwa, waktu dan persaan. Alasan peneliti melakukan 
observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau 
kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku 
atau kejadian, dan untuk mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi 
yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan 
balik terhadap pengukuran tersebut.   
Sementara itu menurut Bungin dalam Hamid Darmadi (2007 : 155) 
terdapat beberapa bentuk observasi yaitu : 
1. Observasi partisipasi (adanya partisipasi langsung dari peneliti) 
2. Observasi tidak terstruktur (tanpa menggunakan guide observasi) 
3. Observasi kelompok (observasi yang dilakukan secara kelompok) 
Dengan begitu penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, 
karena peneliti akan terus berkomunikasi dan terlibat langsung dengan 
subyek penelitian. Penelitian ini akan mengobservasi upaya Satpol PP 
Temanggung dalam membina atau membimbing kenakalan pelajar di 
kabupaten Temanggung. 
2. Dokumen 
Menurut Hamid Darmadi (2014 : 292) dokumen adalah sejumlah besar 
fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 
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Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan 
harian, cendramata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. 
Dengan begitu dokumen ini akan membantu peneliti dalam 
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam yang tidak terbatas 
pada ruang dan waktu melalui bahan dokumenter. 
3. Wawancara  
Menurut Zainal Arifin (2012 : 170) wawancara mendalam adalah 
proses tanya jawab mendalam antara pewawancara dengan informan guna 
memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dan tujuan penelitian. 
Dalam wawancara ini, pewawancara dan informan terlibat dalam 
kehidupan sosial yang relatif lama. 
Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua 
Satpol PP Temanggung, Ketua seksi dan bidang yang menangani 
pembinaan dan pembimbingan kenakalan pelajar, dan Pelajar yang 
mengalami pembibingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP. 
Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi atau 
keterangan atau penjelasan-penjelasan dari subyek penelitian mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan upaya Satpol PP Temanggung dalam 
membina dan  membimbing kenakalan pelajar di Kabupaten Temanggung.  
E. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012 : 334) 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
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dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat 
mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Maka dari itu penelitian sebagai analisis yang menarik suatu kesimpulan dari 
pertanyaan-pertanyaan yang khusus di setiap subyek kemudian diambil 
kesimpulan umum dari pendapat, penjelasan atau informasi dan data yang 
diperoleh dari ketiga instrumen yang telah dijelaskan diatas yaitu wawancara, 
dokumentasi dan observasi.  
Langkah-langkah selanjutnya untuk menganalisis data penelitian  terdapat 
beberapa tahapan yaitu : 
1. Reduksi Data 
Menurut Sugiyono (2012: 338) mengungkapkan bahwa merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 
penjelasan diatas bahwa dengan reduksi data ini peneliti dapat merangkum  
hasil dari penelitian yang dilakukan. 
2. Display Data 
Display data ini memaparkan data yang sudah direduksi. Data yang 
disajikan dalam bentuk teks naratif yang berisi informasi atau penjelasan 
tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian. Sehingga akan mudah 
dipahami  dan dibaca, maka akan mudah juga dalam penarikan suatu 
kesimpulan 
3. Kesimpulan 
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Penarikan kesimpulan yang diharapkan pada penelitian kualiatif 
merupakan temua baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 
berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sbelumnya masih 
remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dan 
dapat berupa hubungan kausal atau interkatif, hipotesis atau teori. Dengan 
begitu penelitian ini setelah diadakan penarikan kesimpulan dapat  
menjadi temuan baru yang dapat berguna untuk kedepannya. 
F. Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif harus mengandung kebenaran termasuk subjektivitas 
peneliti sebagai hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian 
yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak 
kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan 
sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhin hasil 
akurasi penelitian. Untuk itu penelitian ini menggunakan kredibilitas 
triangulasi data. Menurut Hamid Darmadi (2014 : 295) Triangulasi data 
adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 
luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 
tersebut.  
Triangulasi dapat dilakukan dengan: 
1. Check. Dalam hal ini dilakukan men-check kebenaran data tertentu 
dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada 
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berbagai fase penelitian dilapangan, pada waktu yang berlainan dan 
menggunakan metode yang berbeda juga.  
2. Cross-check. Dalam hal ini dilakukan checking antara metode 
pengumpulan data yang telah diproleh dari data wawancara dipadukan 
dengan dokumentasi atau observasi dan sebaliknya. 
Sebagai bentuk kongkritnya untuk mengetahui bagaiaman upaya Satpol 
dalam membina dan membimbing kenakalan pelajar, peneliti tidak hanya 
menanyakan kepada Kepala Satpol PP dan Ketua seksi bidang terkait tentang 
penanganan pembimbingan dan pembinaan kenakalan pelajar, namun juga 
menanyakan secara lansung kepada anak atau pelajar yang mengalami 
pembinaan atau pembimbingan yang dilakukan oleh Satpol PP Temanggung. 
Teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika 
wawancara atau interview dan observasi atau pengamatan akan memberikan 
informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus bisa 
menjelaskan perbedaan itu, tujunya untuk mencari kesamaan data dengan 
metode yang berbeda.      
     
 
 
 
 
 
55 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum  
a. Letak Geografis Kabupaten Temanggung 
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 
Jawa Tengah yang memiliki letak geografis diantara 110o23'-110o46'30" 
bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 
870,65 km2 (87.065 Ha). Batas administratif Kabupaten Temanggung 
adalah sebagai berikut: 
a. Utara  : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang 
b. Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang 
c. Selatan : Kabupaten Magelang 
d. Barat  : Kabupaten Wonosobo 
 
Gambar 1 Peta Temanggung 
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Kabupaten Temanggung memiliki 20 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Parakan, Kledung, Bansari, Bulu, Temanggung, Tlogomulyo, Tembarak, 
selompang, Karanggan, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu, 
Ngadirejo, Jumo, Gemawang, Candiroto, Bajen, Tretep, dan Wonoboyo 
dengan pusatnya di Kecamatan Temanggung. Wilayah Kabupaten 
Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan 
ekonomi, yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto 
(134 Km). 
Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2008 (716.295 orang), 
2009 (722.087 orang) dan  2010 (721.679 orang), 2011 (727.184 orang), 
2012 (733.418 orang yang terdiri dari 367.807 laki-laki dan 365.611 
perempuan dengan kepadatan 842 orang per km2). 
b. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Temanggung 
Kabupaten Temanggung saat ini dipimpin oleh Drs. H. Mulyadi 
Bambang Sukarno dan Irawan Prasetyadi. S.S, menjabat sebagai Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung periode 2013-2018. 
Berikut ini struktur Pemerintahan Kabupaten Temanggung : 
1. Bupati Kabupaten Temanggung 
2. Wakil Bupati Kabupaten Temanggung 
Seketariat Daerah  
1. Sekretaris Daerah 
2. Asisten Pemerintahan 
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3. Asisten Ekonomi & Pembangunan 
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat 
5. Asisten Administrasi 
6. Kelompok Jabatan Fingsional 
7. Biro Tata Pemerintahan 
8. Biro Adm. Pembangunan Daerah 
9. Biro Bina Sosial 
10. Biro Organisasi Kepegawaian 
11. Biro Otonomi Daerah & Kerjasama 
12. Biro Perekonomian 
13. Biro Bina Mental 
14. Biro Keuangan 
15. Biro Hukum 
16. Biro Bina Produksi 
17. Biro Hubungan Masyarakat 
18. Biro Umum 
Dinas-Dinas Daerah 
1. Sekretaris DPRD 
2. Dinas Kesehatan 
3. Dinas Pendidikan 
4. Dinas Pekerjaan Umum 
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga 
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6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, 
Kecil Dan Menengah 
8. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan 
9. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
10. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
11. Dinas Sosial 
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 
13. Dinas Peternakan Dan Perikanan 
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
15. Inspektorat  
16. Badan Kepegawaian Daerah 
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
18. Badan Lingkungan Hidup 
19. Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD 
Djoyonegoro) 
20. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan 
Kehutanan 
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
22. Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi 
23. Kantor Satuan Pamong Praja Dan Linmas  
24. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik 
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25. Kantor Ketahanan Pangan 
26. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung 
Di Kabupaten Temanggung terdapat salah satu instansi 
pemerintahan yang berada di bawah naungan Bupati dengan pengawasan 
Sekertaris Daerah (SEKDA), instansi tersebut adalah Satuan Polisi 
Pamong Praja (SATPOL PP) yang bertempat di Kelurahan Temanggung 
1, Kecamatan Temanggung. 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Temanggung 
terbentuk tanggal 9 Mei 1992 yang anggotanya terdiri dari gabungan 
anggota Ketertiban Umum ( TIBUM ) dan anggota Satuan Tugas 
Pengelola Daerah Perkotaan yang pada saat itu dibawah Matrik Hansip, 
sehingga kedua pasukan gabungan tersebut lebur menjadi satu dibawah 
nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dengan tugas 
membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Umum ( pasal 86 UU. No. 5 Tahun 1974 ) khususnya dibidang 
Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung ( 
Keputusan Bupati Temanggung No. 061.1/83/1993 tanggal 28 Maret 
1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pamong Praja di 
Kabupaten Temaggung).  
 Adapun susunan organisasi SATPOL PP teridiri dari : 
1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 
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a. Kepala  
b. Subbagian Tata Usaha 
c. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
e. Seksi Perlindungan Masyarakat  
f. Kelompok Jabatan Fungsional 
2. Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor. 
3. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Kantor. 
4. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab Kepada 
Kepala melalui Kepala Subbagian dan berkoordinasi dengan 
Kepala Saksi. 
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Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Temanggung 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
Satpol PP Kabupaten Temanggung memiliki 39 orang anggota dan 
di pimpin 1 orang KASAT. 39 anggota tersebut terdiri dari :  
1. Kepala Satpol PP 
2. Tata Usaha : 1 Kasubbag dengan 6 Staf 
3. Seksi Tibum Tranmas : 1 Kasi dengan 14 staf 
4. Seksi Gakda & Perbup : 1 Kasi dengan 10 Staf 
5. Seksi Linmas : 1 Kasi dengan 4 Staf  
d. Keadaan Pelajar Di Temanggung 
Menurut Dinas Pendidikan  Kabupaten Temanggung terdapat 543 
sekolah formal diseluruh penjuru Kabupaten Temanggung. Dengan uraian 
Sekolah Dasar (SD) terdapat 432 sekolah, Sekolah Menengah Pertama 
KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KASUBBAG 
TATA USAHA 
KELOMPOK 
JABATAN 
FUNGSIONAL 
SEKSI 
LIMAS 
SEKSI 
TIBUM 
TRANMAS 
SEKSI 
GAKDA & 
PERBUP 
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(SMP) terdapat 73 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 15 
sekolah, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 23 
sekolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1. Data Jumlah Sekolah : 
Tabel 1. Data Jumlah Sekolah  
Jenjang Jumlah Sekolah 
SD 432 
SMP 73 
SMA 15 
SMK 23 
Jumlah 543 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung 
Sedangkan jumlah pelajar atau siswa menurut Dinas Pendidikan 
Kabupaten Temanggung Tahun ajaran 2014/2015 terdapat 121.421 
pelajar atau siswa dari jenjang SD sampai SMA/SMK. Dimana dengan 
rincian jumlah pelajar SD 80.483, SMP 24.548, SMA 5.267, dan SMK 
11.123. Hal ini bisa dilihat pada tabel 2. Data Jumlah Pelajar : 
Tabel 2. Data Jumlah Pelajar 
Jenjang Jumlah Pelajar 
SD 80.483 
SMP 24.548 
SMA 5.267 
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SMK 11.123 
Jumlah 121.421 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung 
e. Peran Tiap Bidang Satpol PP 
1. Kepala  
Kepala Satpol PP dalam mengemban tugas berperan sebagai : 
a. Menetapkan Renstra sebagai kebijakan Pembangunan 5 Tahun di 
bidang Penegakan Perda, penyelenggaraan Trantibum serta 
perlindungan masyarakat. 
b. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran tugas. 
c. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Penegakan Perda, 
penyelenggaraan Trantibum serta perlindungan masyarakat. 
d. Membina, mengendalikan, dan mengevaluasi di bidang Penegakan 
Perda, penyelenggaraan Tratibum serta perlindungan masyarakat. 
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang 
tugasnya. 
f. Menyusun laporan program/kegiatan dan kinerja sebagai 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya. 
g. Menilai kinerja bawahan secara objektif sesuai ketentuan. 
h. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan 
perudang-undangan. 
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2. Subbagian Tata Usaha 
1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
urusan ketatalaksanaan, pengelolaan peraturan perundang-
undangan, tata usaha, umum, kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, urusan rumah tangga, serta penyususnan pelaporan. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Subbagian Tata Usaha 
mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan rencana kerja, pengumpulan dan 
pengelolaan data dalam penyelenggarakan Satpol PP. 
b. Perencanaan urusan umum kepegawaian dan penegelolaan 
keuangan. 
c. Perencanaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan 
kearsipan. 
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang 
inventaris, protokol dan hubungan masyarakat ; kepegawaian, 
administrasi keuangan, ketatausahaan dan kearsipan, 
perlengkapan, dan pemeliharaan barang inventaris. 
e. Pengkordinasian persiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pengumpulan dan analisis data, penyelenggaraan sistem 
informasi serta penyususnan laporan pelaksanaan tugas. 
f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan seluruh 
kegiatan Satpol PP. 
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g. Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) Satpol PP. 
h. Pelaksananaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP 
sesuai bidang tugasnya. 
3. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai 
tugas pokok mempersiapkan perumusan kebijakan, fasilitas, 
mediasi, komunikasi, dan koordinasi dalam menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan 
pelakasanaan program, fasilitasi, mediasi, komukasi, dan 
koordinasi ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. 
b. Perencanaan, pengkordinasian, persiapan pelaksanaan dan 
pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat pada instasi pemerintah, tempat umum, 
pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintahan 
Kabupaten. 
c. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional pengamanan dan 
pengawalan, pemantauan dan penanganan keberadaan serta 
kegiatan orang asing, tamu VIP, dan atau pejabat Negara. 
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d. Penghimpunan dan penganalisian data, informasi yang 
berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
serta ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan yang 
berlaku. 
e. Pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi 
kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan 
permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan 
ketentramas masyarakat. 
f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis 
untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana 
dan prasarana yang diperlukan. 
g. Mengamankan aset daerah, lokasi tertentu. 
h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan 
kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas. 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai 
bidang tugasnya.    
4. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan perumusan 
kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati di daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
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2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, 
fasilitasi, mediasi, komunikasi dan koodinasi kegiatan 
pengamatan dan pengawasan ketaatan Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undangan lainnya. 
b.Penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan 
pelaksanaan program kegiatan penegakan Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati, Peraturan perundang-undangan lainnya. 
c. Pelaksanaan penyeledikan-penyeledikan, serta proses 
penyelesaian administrasi penyidikan perkara pelanggaraan 
Peraturan Daerah, Peraturan  Bupati, Peraturan perundang-
undangan lainnya. 
d.Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya 
dalam upaya pemecahan permasalahan dibidang penegak 
hokum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan  Bupati, Peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berlaku. 
e. Pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijaksanaan dan 
kegiatan dibidang penegak hokum serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku. 
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, 
fasilitas, mediasi, komunikasi, dan koordinasi dibidang 
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pengumpulan produk hukum daerah dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku. 
g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai 
dibidang tugasnya.    
5. Seksi Perlindungan Masyarakat 
1. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok 
melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dibidang 
perlindungan masyarakat. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Perlindungan 
Masyarakat mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat. 
b.Pelaksanaan koordinasi dibidang perlindungan masyarakat. 
c. Pelayanan informasi bidang perlindungan masyarakat. 
d.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan 
masyarakat. 
e. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan 
perlindungan masyarakat. 
f. Pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan 
masyarakat. 
g.Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota 
Linmas. 
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h.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keberhasilan program 
pemberdayaan perlindungan masyarakat. 
i. Membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana. 
j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu. 
k.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 
l. Pelaksanaan analisa kebutuhan sarana dan prasarana. 
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP. 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang 
penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan : 
1. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagaian Tata Usaha, 
Kepala Seksi, dan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip 
koordinasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun dengan instasi lain sesuai dengan tugas 
pokoknya. 
2. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi 
Pamong Praja wajib mengawasi bawahnnya dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Polisi 
Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, mengordinasikan, 
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dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 
4. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP 
wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab 
kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan pada 
waktunya. 
5. Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 
6. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan 
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 
7. Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada 
bawahan, setiap bimbingan satuan organisasi wajib mengadakan 
rapat berkala. 
7. Kerjasama dan Koordinasi 
Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan 
dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau 
lembaga-lembaga lain. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada 
Kepolisian Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya 
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sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator operasi 
lapangan. 
1. Kerjasama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, 
dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan 
umum. 
2. Satpol PP dalam hal ini meminta bantuan kepada Kepolisian 
Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya bertindak selaku 
koordinator operasi lapangan. 
3. Kerjasama sebagaiman dimaksud didasarkan atas hubungan 
fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan 
mengutamakan kepentingan umum.  
2. Peran Satpol PP Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar  
a. Penertiban Pelajar  
Sebagai Instansi yang bekerja untuk penegakan Perda, 
menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan 
perlindungan masyarakat SATPOL PP mempunyai usaha-usaha dalam 
menjalankan tanggung jawabnya. Seperti yang tertera dalam Visi Satpol 
PP yang terdapat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5094 Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja yang berbunyi : 
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“Visi Satpol PP yaitu terwujudnya ketentraman dan ketetriban 
masyarakat serta menegakkan Peraturan-Peraturan Daerah dan 
Kepala Daerah.” 
 
Dengan ini  tugas Satpol PP sangatlah besar dalam menciptakan 
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Salah satunya adalah 
dalam melakukan penindakan pembinaan dan bimbingan terhadap 
kenakalan pelajar khusunya yang marak  di wilayah Kabupaten 
Temanggung. Kenakalan pelajar di wilayah Kabupaten Temanggung ini 
memang sangatlah meresahkan masyarakat. Untuk itu Satpol PP 
Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan dan bimbingan kepada 
pelajar yang melakukan kenakalan pelajar pada jam sekolah berlangsung 
dengan didasari oleh Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5094 Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja nomor 4 yang berbunyi : 
“Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dibidang ketentraman, ketertiban 
umum, dan penegakan Perda.” 
 
Dengan itu maka maka program atau kegiatan pembinaan dan 
bimbingan merupakan salah satu tugas dari Satpol PP Kabupaten 
Temanggung. Dalam kaitanya dengan pembinaan dan penertiban ini 
bidang terkait atau seksi di dalam Satpol PP yaitu Seksi Ketertiban 
Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum & Tranmas). 
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Pengurus Satpol PP Kabupaten Temanggung serta pelajar yang 
memberikan informasi dan yang menjelaskan bentuk-bentuk pembinaan 
dan bimbingan terhadap pelajar untuk diwaancarai yaitu 1) Bapak “BU” 
ini merupakan Ketua Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat (Tibum & Tranmas) Satpol PP Kabupaten Temanggung, 2) 
Bapak “M” selaku Staf Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
(Tibum & Tranmas) Kabupaten Temanggung yang mengkordinasikan di 
lapangan, 3) “S” yang merupakan salah satu pelajar SMK di Kabupaten 
Temanggung yang mengalami pembinaan dan pembimbingan oleh Satpol 
PP Kabupaten Temanggung, 4) “AP” merupakan salah satu pelajar SMK 
di Kabupaten Temanggung yang mengalami pembinaan dan 
pembimbingan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung, 5) “AV” 
merupakan salah satu pelajar SMK di Kabupaten Temanggung yang 
mengalami pembinaan dan pembimbingan oleh Satpol PP Kabupaten 
Temanggung, 6) “GDS” ini merupakan salah satu pelajar SMP di 
Kabupaten Temanggung yang mengalami pembinaan dan pembimbingan 
oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung, 7) “MF” merupakan salah satu 
pelajar SMP di Kabupaten Temanggung yang mengalami pembinaan dan 
pembimbingan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung. 
Akan tetapi sebelum melakukan pembinaan dan pebimbingan 
terhadap yang dilakukan Satpol PP dilakukan terlebih dahulu penertiban 
pelajar. Penertiban pelajar ini dilakukan untuk menindak pelajar-pelajar 
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yang melakukan kenakalan pelajar di tempat-tempat umum. Hal ini ini 
cukup penting bagi pelajar yang melakukan kenakalan karena kenakalan 
pelajar yang terjadi ini bermacam-macam. Seperti yang diungkapkan 
“Bapak M” yang menyatakan bahwa : 
 “Ya biasa dia menggunakan hp yang isinya film porno, ada yang 
merokok, ada yang minum-minuman keras termasuk membolos” 
(a : Bapak M : 4) 
 
Hal senada diungkapkan oleh Bapak “BU” : 
 
“Satu membolos dua ada yang main di PS, taman-taman kota 
contoh taman pengayoman, taman hijau (green area), taman progo”  
(a : Bapak BU : 4) 
Dengan ungkapan tersebut ini merupakan hal buruk bagi dunia 
pendidikan Indonesia khususnya Temanggung dimana harusnya pelajar 
menjadi penerus bangsa tetapi malah melakukan hal yang tidak 
sepatutnya dilakukan oleh pelajar. Inilah fungsinya penertiban pelajar 
harus terus dilakukan. Dengan penertiban pelajar diharapkan pelajar 
mengetahui apa yang dilakukan adalah salah. Apalagi kenakalan pelajar 
tersebut merupakan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan 
baik diri pelajar sendiri maupun orang lain yang menganggu proses 
belajar mengajar. 
Hal lain lagi kenakalan-kenakalan pelajar dapat pula menganggu 
ketentraman masyarakat lingkungan masyarakat maupun lingkungan 
sekolah. Misalnya saja jika terjadi kenakalan pelajar tawuran tentunya 
saja hal ini akan meresahkan masyarakat terlebih lagi orang tua pelajar 
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karena dampaknya dapat merenggut nyawa seseorang. Dengan latar 
belakang beberapa kenakalan yang disebutkan tadi kegiatan penertiban 
dilakukan oleh Satpol PP sebagai intasi yang berkompeten dengan 
kegiatan tersebut. 
Adapun dengan kegiatan penertiban pelajar ini pastilah memiliki 
tujuan dan salah satunya dapat membantu sekolah untuk memantau 
pelajar yang melanggar peraturan sekolah. seperti yang diungkapkan 
“Bapak M” yang menyebutkan bahwa : 
Penertiban pelajar madsudnya penertiban pelajar untuk mengurangi 
pelajar yang sering keluar di jam pelajar contohnya jam pelajar ada 
di warnet ada di tempat umum yang semestinya tidak kesana karena 
masih jam pelajar.  
(a : Bapak M : 2) 
 
Dengan pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa tujuan 
penertiban sangatlah positif. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan ini 
dapat mengurangi kenakalan pelajar yang terjadi ketika jam pelajar 
sedang berlangsung. Selain itu dengan kegiatan ini pula dapat membuat 
pelajar tetap berada di sekolah untuk menjalankan proses belajar 
mengajar sesuai semestinya. 
Apalagi pelajar yang keluar di jam sekolah ini merupakan kegiatan 
yang tidak sepantasnya dilakukan pelajar. Kegiatan keluar jam sekolah 
ini sangat bertentangan dengan tugas pelajar dimana pelajar harusnya 
berada di sekolah untuk menuntut ilmu sebagai modal dalam menjalani 
kehidupan serta sebagai untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi.  
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Untuk itu madsud dan tujuan penertiban pelajar ini sangat 
mempengaruhi pelajar yang mengalami kenakalan pelajar tersebut. Ini 
dapat dilihat dari dengan kegiatan penertiban ini dapat meminimalisir 
pelajar yang melanggar tata tertib dan disiplin sekolah. Tentunya 
kegiatan ini sangat mempengaruhi pelajar untuk tidak melakukan 
kenakalan pelajar diwaktu jam pelajaran atau proses belajar mengajar 
berlangsung. 
Dilihat cukup pentingnya kegiatan ini tidak heran kegiatan 
penertiban pelajar sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Seperti pernyatan 
dari “Bapak BU” yaitu : 
“Program ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun.” 
 (a : Bapak BU : 3) 
 
Pernyataan ini mengungkapkan bahwa kegiatan yang cukup baik 
sudah dilakukan cukup lama juga. Dengan sudah berjalannya kurang 
lebih 5 tahun kegiatan penertiban pelajar ini menandakan kegiatan 
penertiban terus menerus dilakukan. Kegiatan penertiban yang 
merupakan tupoksi Satpol PP ini dilakukan terus menerus karena 
dianggap kegiatan ini dapat menjaga ketentraman masyarakat dan 
ketertiban umum yang dapat membantu baik sekolah, orang tua, maupun 
lingkungan masyarakat sekitar. 
Untuk itu sangatlah penting kegiatan penertiban ini terus dilakukan 
selain untuk meminimalisir pelajar yang melakukan pelanggaran sekolah 
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dijam pelajaran berlangsung akan tetapi dapat terselenggarannya 
konsistensi kegiatan yang sangat positif untuk pendidikan. Dengan 
pendidikan yang baik oleh penertiban pelajar ini yang masuk pendidikan 
luar sekolah dapat mengubah pelajar untuk lebih baik lagi dari 
sebelumnya. 
Dengan konsistensi kegiatan tersebut yang sudah berjalan kurang 
lebih 5 tahun ini menjelaskan beberapa kali penertiban pelajar 
dilaksanakan dengan hasil berbeda-beda. Seperti penjelasan dari “Bapak 
BU” yang menyatakan : 
“Turun naik pernah kita menjaring atau menertibkan sekitar 25 
sampai 30 namun suatu ketika 5 sampai 6 personel” 
(a : Bapak BU : 5) 
 
Pernyataan ini mengungkapkan bahwa kegiatan penertiban pelajar 
ini jumlah pelajar yang melakukan kenakalan pelajar tidak stagnant akan 
tetapi turun naik. Hal ini menandakan kenakalan pelajar atau pelanggaran 
sekolah yang terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya ada kalanya 
kenakalan pelajar terjadi banyak namun juga kadang sedikit. Dengan 
tidak dapat diprediksi inilah membuat penertiban pelajar ini dapat 
membuat capaian penertiban pelajar ini tidak sesuai yang diharapkan. 
Untuk itu diperlukan solusi-solusi yang tepat untuk memanimalisir 
ketidak konsistenannya jumlah pelajar yang mendapati penertiban 
pelajar. Dengan solusi itu diharapakan kegiatan penertiban pelajar ini 
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dapat berjalan sesuai yang dikehendaki dan yang diharapkan sehingga 
kegiatan dapat berjalan secara maksimal.     
Solusi-solusi semacam ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Satpol 
PP Kabupaten Temanggung dengan mengkordinasi sebelum pelaksanaan 
penertiban. Seperti yang diungkapkan oleh “Bapak BU” yang 
menyatakan : 
“Sebelum diadakan pembinaan dan pembimbingan sebelum terjun 
kelapangan pertemuan atau rapat tim yang kemudian menyampaikan 
target personel mengenai teknis dan non tenis saat penertiban di 
lapangan” 
(a : Bapak BU : 6) 
 
Seperti ungkapan diatas yang menyatakan diadakan rapat atau 
koordinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan penertiban pelajar. Hal 
ini penting karenakan dengan diadakan rapat semacam ini dapat 
menyampaikan target yang ingin dicapai dalam pembinaan dan 
pembimbingan tersebut. Selain  itu dengan adanya rapat tersebut tim 
yang ada di lapangan dapat mengetahui tindakan teknis dan non teknis. 
Dengan diadakan kordinasi terlebih dahulu serta peran dari stakeholder 
terkait seperti ini harus terus dilaksankan. Kegiatan atau program ini 
kenapa harus terus ada karena dapat menekan kenakalan pelajar yang ada 
di wilayah Kabupaten Temanggung. Apalagi jadwal pelaksanaan 
penertiban pelajar yang dilakukan Satpol PP kabupaten Temanggung ini 
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cukup terbatas. Hal ini seperti pertanyaan dari “Bapak BU” yang 
mengungkapkan : 
Untuk jadwal pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan 
pelajar tahun 2016 ini  secara jadwal 11 kali tapi ditambah sesuai 
dengan tupoksi dan melihat situasi kondisi di lapangan 
(a : Bapak BU : 7) 
 
Ungkapan ini menandakan bahwa kegiatan penertiban pelajar ini 
sebenarnya terbatas jadwalnya. Hal ini dilihat pada tahun 2016 saja hanya 
akan dilakukan 11 kali. Akan tetapi dapat berubah jika tugas pokok dan 
fungsi (tupoksi) yang ada serta situasi kondisi yang memungkinkan untuk 
menambah jadwal untuk melaksanakan kegiatan penertiban pelajar ini. 
Dengan jadwal yang ada pastinya ada baik buruknya karena dengan 
jadwal yang ada dapat dikatakan cukup bisa saja dikatakan tidak cukup 
untuk menekan kenakalan pelajar atau pelanggaran sekolah yang terjadi. 
Apalagi dengan kondisi kenakalan pelajar yang cukup meresahkan 
masyarakat ini sebenarnya diperlukan penekanan yang lebih untuk 
mengurangi kenakalan pada saat ini. 
Kegiatan penertiban penertiban pelajar ini memang sudah 
meresahkan masyarakat, maka dari itu masyarakat sangat mendukung 
kegiatan pembinaan ini. Hal ini serupa yang diungkapkan oleh “Bapak 
BU” yang menyatakan bahwa : 
“Sangat mendukung sekali pembinaan ini dengan banyakanya 
dukungan baik lewat khusunya lewat telpon banyak yang 
medukung pembinaan ini sebab sangat positif” 
(a : Bapak BU : 10) 
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Dengan ungkapan ini menjadikan kegiatan penertiban pelajar ini 
mendapat banyak dukungan khususnya dari masyarakat. Semua itu bisa 
dilihat dari respon masyarakat yang aktif dalam mengikuti program 
penertiban pelajar yang sangat dekat dengan masyarakat. Hal ini tentunya 
sangat positif untuk keberlangsungan kegiatan penertiban pelajar ini 
karena dengan begitu Satpol PP dalam menjalankan kegiatan ini 
mendapat bantuan dari lingkungan masyarakat baik itu secara moril 
maupun non moril yang menunjang pelaksanaan penertiban pelajar. 
Selain itu hal ini dapat lebih memotivasi Satpol PP dalam menajalakan 
tupoksi yaitu penertiban pelajar dengan baik dan sesuai peraturan yang 
ada. 
Bukan hanya dari masyarakat dukungan itu juga datang dari sekolah 
yang berperan dalam penertiban pelajar. Hal ini seperti yang dinyatakan 
oleh “Bapak BU” yang mengungkapkan bahwa : 
Partisipai sekolah khususnya yang terjaring atau ditertibkan guru 
pembimbing atau kesiswaan akan datang kemudian akan ditindak 
lanjuti sekolah masing-masing 
(a : Bapak BU : 11) 
 
Dengan ini kegiatan penertiban pelajar sangat mendapat respon yang 
baik juga dari sekolah yang bersangkutan yang pelajarnya mengalami 
penertiban pelajar. Kegiatan ini juga membantu sekolah untuk melakukan 
penindakan terhadap pelajar yang mengalami kenakalan pelajar. Apalagi 
kegiatan penertiban pelajar ini sangat berkaitan dengan sekolah dan harus 
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saling berkomunikasi untuk menjadikan kegiatan penertiban pelajar ini 
dapat berjalan sesuai rencana dan pelajar dapat berubah menjadi lebih 
baik lagi. Dengan sekolah ikut berperan ini cukup penting karena dengan 
begitu sekolah mengetahui bahwa ada pelajarnya yang melakukan 
tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar sehingga pelajar 
yang telah mendapati penertiban dari Satpol PP sekolah yang 
bersangkutan dapat melakukan pembinaan di sekolah masing-masing. 
b. Pembinaan dan Pembimbingan Pelajar 
Langkah selanjutnya peran Satpol PP Kabupaten Temanggung untuk 
menanggani kenakalan pelajar setelah penertiban pelajar yaitu kegiatan 
selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pembimbingan pelajar. 
Kegiatan pembinaan dan pembimbingan merupakan kegiatan 
berkelanjutan setelah penertiban pelajar yang masih berada dari tupoksi 
Satpol PP. Hal ini harus berkelanjutan agar pelajar dapat menyadari yang 
dilakukan ini salah dan dapat berubah menjadi lebih baik lagi.    
Pemahaman pelajar di Kabupaten Temanggung terhadap tugas 
pelajar masih bisa dikatakan rendah. Hal ini didasari masih ada beberapa 
pelajar yang melakukan kenakalan pelajar di waktu proses belajar 
mengajar yang kemudian mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari 
Satpol PP. Dengan begitu karena latar belakang itu kegiatan atau program 
pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar terus dilakukan seperti 
yang diungkapkan oleh Bapak “BU” selaku Ketua Seksi Ketertiban 
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Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum & Tranmas) Satpol PP 
Kabupaten Temanggung mengungkapkan bahwa : 
“Latar belakang dari pada pembinaan banyaknya pelajar yang 
melanggar tata tertib dan disiplin sekolah pada jam-jam atau waktu-
waktu proses belajar mengajar di wilayah Kabupaten Temanggung” 
(a : Bapak BU : 1) 
 
Hal lain diungkapkan oleh Bapak “M” yaitu : 
“Untuk program pembinaan  pelajar intinya  karena salah satu 
tupoksi Satpol PP”  
(a: Bapak M : 1) 
 
Dengan pernyataan tersebut menunjukan bahwa kegiatan pembinaan 
dan pembimbingan kepada pelajar ini didasari oleh masih banyaknya 
pelajar yang melanggar tata tertib dan disiplin sekolah pada jam proses 
belajar mengajar. Hal lain lagi program pembinaan dan pembimbingan 
ini berjalan karena tupoksi dari tugas Satpol PP Kabupaten Temanggung. 
Selain untuk menjalankan tupoksi yang ada dengan kegiatan 
pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten 
Temanggung ini dapat menekan kenakalan pelajar yang melanggar 
peraturan sekolah. Dengan begitu kenakalan pelajar dapat terus 
berkurang sehingga membuat baik sekolah, orang tua, maupun 
lingkungan masyarakat dapat tenang untuk melepaskan pelajar untuk 
menempuh proses belajar mengajar.  
1. Bentuk-bentuk Pembinaan dan Pembimbingan 
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Dalam melaksanakan program pembinaan dan pembimbinagan 
Satpol PP melakukan bentuk-bentuk pembinaan dan pembimbingan 
sesuai kebutuhan pelajar, seperti yang diungkapkan oleh Bapak “BU” 
yang menyatakan bahwa : 
“Dengan cara ceramah yaitu pembinan mental agar pelajar sesuai 
tugas pelajar itu sendiri yang benar dan juga pembianaan fisik” 
(b : Bapak BU : 1) 
 
Hal itu juga yang diungkapkan Bapak “M” : 
 
“Bentuknya ya secara fisik juga bisa secara mental” 
(b : Bapak M : 1) 
 
Ungkapan tersebut juga sampaikan oleh “AV” salah satu pelajar 
yang mengalami pembinaan dan pembimbingan yang menyatakan 
bahwa: 
“Tadi cuma disuruh push up baris-baris sama bapaknya yang itu 
terus dikasih ceramah gitu mas” 
(b : AV : 4)  
Dari ungkapan-ungkapan diatas bahwa bentuk-bentuk dalam 
pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan Satpol PP terhadap 
pelajar adalah pembinaan fisik dan pembinaan mental. Dengan 
bentuk-bentuk pembinaan ini diharapkan dapat merubah pelajar agar 
lebih baik lagi dan tidak mengulanggi kegiatan kenakalan tersebut. 
Langkah dalam bentuk bimbingan yang dilakukan oleh Satpol PP 
Kabupaten Temanggung ini setelah dilakukan penertiban pelajar 
kemudian dilakukan dengan pembinaan fisik terlebih dahulu  yang 
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berisikan push up dan baris-berbaris atau PBB. Setelah pembinaan 
fisik ini berakhir kemudian pelajar mendapat pembinaan mental yang 
berupa ceramah, hal ini dilakukan agar pelajar mengetahui apa yang 
dilakukan ini salah sehingga pelajar mengetahui kesalahan tersebut 
dan tidak mengulanggi perbuatan kenakalan pelajar yang 
diperbuatnya. Setelah mendapat cermah pelajar kemudian menuliskan 
surat pernyatan untuk tidak melanggar peraturan sekolah kembali. 
Pembinaan fisik dan mental yang dilakukan oleh Satpol PP 
Kabupaten Temanggung ini dianggap yang baik dilakukan untuk 
pelajar. Seperti ungkapan dari “Bapak M” yang menyatakan bahwa : 
“Ya nganu ya sementara yang dilakuakan ya itu dengan itu lebih 
efektif dibanding harus mendatangi sekolah sekolahan” 
(b : Bapak M : 3) 
Hal ini menunjukan bahwa pembinaan fisik dan mental sangat 
cocok digunakan untuk para pelajar yang melakukan kenakalan 
pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Dengan pembinaan-
pembinaan ini juga menunjukan pembinaan ini efektif untuk para 
pelajar dari pada pembinaan untuk mendatangi ke sekolah-sekolah 
yang dapat memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak efektif. 
Maka dari itu pembinaan fisik dan mental ini terus dilakukan Satpol 
PP Kabupaten Temanggung karena dampaknya akan dirasakan 
langsung oleh pelajar. Dalam menjalankan pembinaan dan 
pembimbingan pastinya Satpol PP Kabupaten Temanggung tidak 
 
85 
melakukan sendiri. Dengan program atau kegiatan semacam ini 
perlunya adanya kolaborasi dengan Stakeholder terkait dengan 
bentuk-bentuk pembinaan dan pembimbingan tersebut. Hal ini seperti 
diungkapkan oleh Bapak “BU” yang menjelaskan bahwa : 
“Disamping Satpol ada dari Kementrian Agama (Kemenenag) 
ada dari Dinas Pendidikan dan ada Polres Temanggung” 
(b : Bapak BU : 6) 
 
Bentuk-bentuk bimbingan dan pembinaan ini memang 
diperlukan peran banyak pihak yang berkompeten dalam bidangnya. 
Untuk itu peran stakeholder terkait seperti Kementrian Agama 
(Kemenag), Dinas Pendidikan, serta Kepolisian yang di wilayah 
Kabupaten Temanggung diwakili oleh Polres Temanggung perlu 
diadakan koordinasi yang konsisten dan berkelanjutan. 
Dengan stakeholder yang terkait ini terlibat akan membuat 
pembinaan dan pembimbingan pelajar yang terjadi ini lebih 
maksimal. Hal ini tentunya pelajar menjadi lebih sadar yang 
dilakukan ini tidak sesuai dengan tugas pelajar yang sesungguhnya 
karena sebagai pelajar tentunya harus menaati peraturan sekolah yang 
ada dan menjalankan sebaik-baiknya. Maka itu dari hal ini dapat 
membuat pelajar kembali lebih konsentrasi terhadap pendidikannya 
sebagai modal untuk meneruskan jenjang pendidikan selanjutnya. 
2. Karakteristik Pelajar dalam Pembinaan dan Pembimbingan 
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Dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan 
pastinya pelajar mengalami kenakalan yang bermacam-macam. 
Seperti data dari Satpol PP Kabupaten Temanggung bahwa hampir  
setiap bulannya ada saja pelajar yang mengalami pembinaan dan 
pembimbingan yang dilakukan pada tahun 2015. Hal ini bisa dilihat 
pada tabel 3. Data Kenakalan Pelajar Tahun 2015: 
Tabel 3. Data Kenakalan Pelajar Tahun 2015 
No Bulan SMP SMA/SMK Jenis Kenakalan 
1 Maret 6 22 Membolos semua 
2 April 5 3 Membolos semua 
3 September 22 16 Membolos semua 
4 Oktober 4 6 Membolos semua 
5 November 12 4 Membolos semua 
 49 51 Total = 100 
Sumber : Staf Kasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum 
Satpol PP Temanggung 
 Dari data yang diperoleh dari Staf Kasi Ketentraman 
Masyarakat dan Ketertiban Umum yang menyebutkan bahwa pada 
Maret 2015 terjaring 28 pelajar dengan keterangan jenis pelanggaran 
semua pelajar membolos, April 2015 terjaring 8 pelajar dengan 
keterangan jenis pelanggaran semua pelajar membolos, September 
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2015 terjaring 38 pelajar dengan keterangan jenis pelanggaran semua 
pelajar membolos, Oktober 2015 terjaring 10 pelajar dengan 
keterangan jenis pelanggaran semua pelajar membolos, sedangkan 
pada November 2015 terjaring 16 pelajar dengan keterangan jenis 
pelanggaran semua pelajar membolos. 
Dengan data yang ada menandakan bahwa kenakalan pelajar di 
wilayah Kabupaten Temanggung cukup menghawatirkan. Data 
tersebut menunjukan bahwa hampir setiap diadakan pembinaan dan 
pembimbingan ada saja pelajar yang mengalaminya, selain itu hanya 
beberapa bulan ditahun 2015 total 100 pelajar mengalami pembinaan 
dan pembimbingan dari Satpol PP. Sementara itu jenis pelanggaran 
yang sering terjadi adalah kenakalan pelajar berbentuk membolos. 
Dengan ini dapat disebutkan bahwa karakteristik kenakalan 
pelajar yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung ini berupa 
membolos. Kenakalan pelajar membolos ini cukup menghawatirkan 
karena kenakalan ini berasal dari diri sendiri pelajar maupun dari 
teman sekolah. Apalagi kenakalan membolos ini dilakukan pelajar 
ditempat-tempat umum seperti tempat PS, warung internet (warnet), 
serta taman-taman kota. Kegiatan membolos ini tentunya merugikan 
pelajar karena membuat pelajar tidak mengukuti proses belajar 
mengajar yang berada di sekolah bukan malah ditempat-tempat yang 
tidak semestinya dilakukan pelajar pada jam pelajar berlangsung.  
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Dari hasil data yang diperoleh juga menyebutkan bahwa pelajar 
yang mengalamai pembinaan dan pembimbimbingan dari Satpol PP 
ini adalah pelajar yang pertama kali merasakan pembinaan dan 
pembimbingan dari Satpol PP dan sebelumnya belum pernah dibina. 
Ini berati mengindikasikan bahwa program atau kegiatan ini cukup 
baik dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung. Seperti yang 
diungkapkan “AV” salah satu pelajar yang mengalami pembinaan 
dan pembimbingan dari Satpol PP yang menyebutkan bahwa : 
“Gak lah mas sepisan niki mawon nopo malih wau diken ngisi 
surat pernyataan” 
(b : AV : 6)  
 
Hal senada juga diungkapkan oleh “AP” yang mengungkapkan : 
 
“Enggak gak lagi mas kapok tadi juga disuruh ngisi surat tidak 
mengulangi lagi” 
(b : AP : 6)  
 
Selain itu pernyataan dari “S” juga mengatakan: 
 
“Mboten lah mas sampun kapok wau ngeh diken nulis surat 
pernyataan” 
(b : S : 6)  
Dengan ungkapan pelajar-pelajar ini menunjukan dengan bentuk-
bentuk pembinaan dan pembimbingan ini dapat merubah pelajar tidak 
mengulangi kembali kenakalan pelajar. Dari ungkapan tersebut para 
pelajar juga merasa kapok atas tindakannya dan merasa menyesal 
untuk melakukan kenakalan lagi. Apalagi ditunjang dengan surat 
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pernyataan yang dibuat oleh pelajar membuat efek jera bagi pelajar 
yang mengalami pembinaan dan pembimbingan ini. 
Hal ini menunjukan peran Satpol PP Kabupaten Temanggung 
untuk terus menekan kenakalan pelajar sudah sangat baik. Ini 
dibuktikan pelajar yang mengalami pembinaan dan pembimbingan 
yang dibina mengaku baru kali itu melakukan dan tidak pelajar 
sebelumnya sudah dibina tidak melakukan kenakalan pelajar yang 
melanggar peraturan sekolah. Dengan itu juga dapat membantu orang 
tua pelajar, sekolah dan lingkungan masyarakat untuk membuat 
tentram dan tidak berfikiran negatif terhadap pelajar tersebut.  
Dengan kegiatan pembinaan dan pembimbingan Satpol PP 
Kabupaten Temanggung mendatkan hasil sangatlah memuaskan dari 
apa yang telah dirasakan pelajar menjadi tidak akan melakukan 
kenakalan pelajar yang melanggar peraturan sekolah atau kapok, serta 
mendapat dukungan dari orang tua, sekolah, stakeholder, dan 
lingkungan masyarakat. Untuk itu perlunya kegiatan penertiban serta 
pembinaan dan pembimbingan ini harus terus dilakukan dan 
berkelanjutan karena dengan kegiatan ini juga membantu pelajar yang 
mengalami masalah untuk mendapati solusi untuk menjadikannya 
lebih baik lagi. Selain untuk menekan kenakalan pelajar kegiatan-
kegiatan ini dapat membuat pelajar dapat sadar dan kembali 
menjalankan tugasnya sesuai perturan sekolah yang ada. 
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Apalagi dengan ditunjang dengan perbaikan-perbaikan program 
penertiban serta pembinaan dan pembimbingan yang kemudian  dengan 
adanya kegiatan  evaluasi untuk membuat program lebih baik lagi. 
Seperti yang diungkapkan “Bapak BU” yang menyebutkan : 
Evaluasinya adalah kita mengadakan rapat tim baik itu Kemenag 
Dinas Pendidikan dan Polres kemudian hasil evalusi akan ditindak 
lanjuti penertiban pelajar selanjutnya ataupun untuk evaluasi tahun 
depan  
(a : Bapak BU : 12) 
 
Hal ini tentunya membuat program pembinaan dan pembimbingan 
ini akan menjadi lebih baik lagi karena kekurangan yang ada dapat 
dievaluasi. Evaluasi yang dilakuakn oleh tim ini dengan menggunakan 
rapat yang diharapkan dapat semua yang terlibat dapat memberikan 
solusi sehingga permasalah yang ada dapat terselesaikan. Dengan begitu 
kegiatan evaluasi ini cukup penting bagi kelangsungan program 
pembinaan dan pembimbingan yang terjadi. 
Dari evaluasi tersebut juga mendapatkan diharapkan mendapatkan 
hasil yang berguna untuk penertiban pelajar maupun pembinaan dan 
pembimbingan selanjutnya bahkan untuk tahun depannya. Dengan hasil-
hasil tersebut akan berdampak bagaimana penertiban selanjutnya bahkan 
tahun depan dapat mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang ada 
dalam menjalankan kegiatan tersebut. Oleh karena itu tentunya evaluasi 
setelah kegiatan pembinaan dan pembimbingan  harus terus dilakukan 
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untuk membuahkan program tersebut menjadi lebih baik dari 
sebelumnya.  
Dengan hasil evaluasi tersebut pastinya adanya kegiatan tindak 
lanjut dari kegiatan tersebut. Seperti pengungkapan dari “Bapak M” yang 
menyebutkan bahwa : 
Programnya itu biasanya diserahkan ke dinas pendidikan terus kalau 
ada yang bermasalah bisa dipanggil guru sekolah atau wali orang tua 
murid 
(a : Bapak M : 13) 
 
Tindak lanjut ini tentunya sangat berfungi untuk kegiatan pembinaan 
dan pembimbingan terhadap pelajar. Hal ini terkait apa yang harus 
dilakukan ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul ketika 
kegiatan berlangsung. Seperti ketika ada pelajar yang bermasalah akan 
dipanggil guru sekolah bahkan orang tua pelajar atau wali sekolah 
sehingga mereka mengetahui bahwa pelajar atau anaknya bermasalah. 
Dengan begitu para guru maupun orang tua atau wali dapat memberikan 
perhatian yang lebih lagi dan memberikan pembinaan lebih lanjut setelah 
dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung. 
Adapun jika permasalah yang terjadi lebih berat yang dilakukan 
pelajar, misalnya melakukan tindak pidana akan diserahkan yang 
berkewenangan yaitu kepolisian. Dengan begitu karena melakukan tindak 
pidana yang melanggar hukum akan menjadi wewenang kepolisian dan 
tidak lagi dibina oleh Satpol PP. Hal ini tentunya tidak diinginkan maka 
 
92 
dari itu program pembinaan dan pembimbingan ini harus terus gencar 
dilaksanakan agar kegiatan yang melanggar pidana atau hukum dapat 
dihindari oleh pelajar.     
Dari apa yang telah dipaparkan diatas maka proses yang dilakukan 
dalam peran Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam mengatasi 
kenakalan pelajar yang ada di wilayah Temanggung ialah pertama dari 
latar belakangnya yaitu tupoksi Satpol PP dan banyaknya pelajar yang 
melanggar peraturan sekolah. Setelah itu dilakukan penjadwalan untuk 
melakukan penertiban serta pembinaan dan pembimbingan. Ketika hari 
itu jadwal dari pelaksanaan penertiban serta pembinaan dan 
pembimbingan dilakukan terlebih dahulu koordinasi oleh tim yang berisi 
Satpol PP, Polres Temanggung, Kemenag serta Dinas Pendidikan. Dari 
koordinasi tersebut nantinya dapat menunjukan apa yang harus dilakukan 
baik teknis maupun non teknis.  
Kegiatan selanjutnya adalah melakukan penertiban pelajar di tempat-
tempat umum di jam pelajaran seperti di tempat PS, warnet, dan taman-
taman yang ada di wilayah Temanggung. Dari penertiban tersebut setelah 
mendapati pelajar yang melakukan kenakalan pelajar kemudian pelajar 
dibawa ke kantor Satpol PP untuk dibina dan dibimbing oleh tim. Dalam 
pembinaan dan pembimbingan dilakukan pembimbingan mental, fisik 
serta pelajar diarahkan untuk mengisi surat pernyataan untuk tidak 
mengulanggi kenakalan kembali. Pembinaan dan pembimbingan ini juga 
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berkoordinasi dengan sekolah dan orang tua pelajar ketika pelajar ada 
yang ditertibkan serta dibina dan dibimbing maka sekolah maupun yang 
bersangkutan akan dihubungi oleh Satpol PP. Setelah pembinaan dan 
pembimbingan ini selesai, tim kemudian melakukan evaluasi apa yang 
menjadi kekurangan atau problem yang terjadi ketika melakukan 
penertiban serta pembinaan dan pembimbingan. Dari hasil evaluasi 
tersebut dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan apa yang dapat 
dilakukan untuk penertiban serta pembinaan dan pembimbingan 
selanjutnya bahkan tahun berikutnya kemudian dilakukan tindak lanjut. 
c. Hambatan Dalam Pembinaan dan Bimbingan Satpol PP   
Dalam melakukan suatu kegiatan atau program pastinya ada suatu 
halangan dan hambatan dalam mencapai keberhasilan program tersebut. 
Termasuk juga dalam kegiatan atau program pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar yang dilakukan Satpol PP Kabupaten 
Temanggung. Kegiatan pembinaan dan pembimbingan ini memang 
rentan dengan hambatan-hambatan dalam menjalankannya karena 
kenakalan pelajar ini cukup pelik. 
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak “BU” yang menjelaskan 
bahwa : 
“Salah satunya sering terbentur dengan jadwal atau kurikulum yang 
ada di sekolah contohnya mungkin kita pas mengadakan penertiban 
ternyata pelajar sedang liburan atau mungkin sedang melakukan 
UTS atu UAS” 
(c : Bapak BU : 1) 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak “M” : 
“Satu mungkin karena waktunya tidak tepat seharusnya pas libur tapi 
dilaksanakan penertiban pelajar berartikan tidak tepat” 
(c : Bapak M : 1) 
 
Dengan hal ini maka dapat digaris bawahi dalam melakukan 
program pembinaan dan pembimbingan untuk pelajar ini ada beberapa 
kendala. Kendala yang sangat terasa ialah tidak tepatnya waktu dalam 
melakukan kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh 
Satpol PP. Seperti halnya ketika pelajar sedang libur sekolah atau sedang 
Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Tengah Semester (UTS) tetapi 
malah melakukan program pembinaan dan pembimbingan. Ini 
merupakan kegiatan yang tidak tepat maka dari itu harus ada sinkronisasi 
antara Satpol PP dengan Dinas Pendidikan dalam menjalankan program 
pembinaan dan pembimbingan dengan jadwal atau kurikulum yang telah 
dibuat. 
Dengan hambatan yang ada ini tentunya akan membuat kegiatan 
atau program pembinaan dan pembimbingan ini tidak dapat terlaksana 
dengan baik. Apalagi kegiatan ini sangat diharapkan dapat merubah 
pelajar untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulanggi kembali 
kenakalan pelajar yang dibuatnya. Hambatan yang terjadi pastilah ada 
penyebabnya yang membuat program tidak berjalan sesuai rencana. 
Seperti yang diungkapkan Bapak “M” : 
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“Mungkin ya macam-macam termasuk kesadaran siswa-siswa 
kurang terkait dengan tugas-tugas siswa khusunya dalam belajar 
terus pemantauan dari orang tua kurang terus keterbatasan anggota 
personil Satpol dalam kegiatan karena Cuma 11 orang, setahun cuma 
11 kali kegiatan kalau lebih kan bisa terlaksana dengan baik” 
(c : Bapak M : 2) 
 
Dengan ungkapan diatas menjelaskan bahwa penyebab dari 
hambatan yang terjadi tidak hanya jadwal yang tidak singkron dengan 
kegiatan jadwal pelajar, namun tidak adanya kesadaran pelajar terhadap 
tugas-tugas pelajar serta kurang perhatian orang tua terhadap pemantauan 
kepada anaknya. Selain itu di dalam Satpol PP sendiri terdapat penyebab 
bentuk bimbingan dan pembinaan terjadi terkendala yaitu kurangnya atau 
keterbatasan anggota Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam bidang 
Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum ini hanya 11 anggota. 
Sementara itu dalam tahun 2016 ini jadwal kegiatan atau program 
pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar hanya dilakukan 11 kali 
saja. 
Inilah penyebab yang membuat kegiatan atau program pembinaan 
dan pembimbingan terhadap pelajar ini kurang maksimal. Hal ini 
tentunya harus diperbaiki agar kegiatan ini dapat berjalan baik dan 
maksimal untuk perbaikan pelajar. Hambatan itu tentunya sangat 
menggangu kegiatan ini, untuk itu harusnya hambatan ini sudah 
diprediksi sehingga tidak berdampak banyak pada kegiatan. Hal ini 
serupa dikatakan oleh Bapak “M” yang menyatakan bahwa : 
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 “Ya sebetulnya sudah tapi karena keterbatasan personil , sapras ada 
kendaraan dan lain-lain dan luasan wilayah soalnya  yang di operasi 
atau ditertibakan dari kecamatan tretep sampai pringsurat ada 20 
kecamatan” 
(c : Bapak M : 5) 
 
Dengan sudah diprediksi hambatan-hambatan  ini sebetulnya dapat 
sedikit membantu mengatasi hambatan yang terjadi. Namun dengan 
hambatan yang cukup komplek di dalam Satpol PP Kabupaten 
Temanggung seperti kurangnya personil, sarana dan prasarana (sanpras), 
serta luasan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukan bahwa 
untuk menciptakan kegiatan ketentraman masyarakat dan ketertiban 
umum tidaklah mudah. 
Selain itu dengan adanya penyebab-penyebab hambatan ini sangat 
menganngu kegiatan pembinaan dan pembinaan. Penyebab-penyebab ini 
tentunya akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan. Seperti yang diungkapkan Bapak “BU” yang menyatakan 
bahwa : 
“Target tidak dicapai dengan maksimal contohnya mungkin target 10 
hanya bisa tercapai 7 atau 8” 
(c : Bapak BU : 6) 
 
Dari pernyataan diatas mengungkapkan bahwa dengan hambatan 
yang ada ini mengakibatkan tidak tercapainya target maksimal untuk 
melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar. Apalagi 
dengan target yang maksimal ini akan membuat program pembinaan dan 
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pembimbinga dapat berjalan sesuai yang diingikan oleh tim  namun bila 
contohnya target 10 tapi  yang tercapai hanya 7 atau 8 maka perencanaan 
awal yang diharapkan tidak sesuai target. 
Untuk itu sangat diperlukan penyelesaian-penyelesaian yang 
membuat hambatan tersebut dapat dipecahkan. Dengan begitu program 
atau kegiatan pembinaan dan pembimbingan ini dapat dijalankan dengan 
baik dan terwujudnya pelajar-pelajar yang tidak mengulanggi kegiatan-
kegiatan kenakalan pelajar kembali.  
B. Pembahasan 
Hasil penelitian di atas merupakan fakta-fakta yang menunjukan bagaimana 
peran Satpol PP Kabupaten Temanggung terhadap kenakalan pelajar di wilayah 
Temanggung. Berikut akan dibahas mengenai makna-makna yang terkandung 
dalam fakta-fakta tersebut. 
1. Bentuk-Bentuk Bimbingan Dan Pembinaan Satpol PP Kabupaten 
Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa bagaimana peran Satpol PP 
Kabupaten Temanggung terhadap kenakalan pelajar di wilayah Temanggung 
cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan seriusnya Satpol PP dalam penanganan 
terhadap kenakalan pelajar di Kabupaten Temanggung sebagai salah satu 
tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dalam penindakannya Satpol PP Kabupaten 
Temanggung melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada pelajar yang 
melakukan pelanggaran kenakalan pelajar.  
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Hal ini dilatar belakangi oleh tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari 
Satpol PP dan banyaknya pelajar yang melanggar tata tertib dan disiplin 
sekolah pada jam-jam atau waktu-waktu proses belajar mengajar di wilayah 
Kabupaten Temanggung. Dengan pembinaan dan pembimbingan ini 
dimadsudkan bertujuan untuk mengurangi pelajar yang sering keluar dijam 
sekolah, contohnya ketika jam pelajaran yang berlangsung pelajar malah 
berada di warnet, PS-an, bahkan ada yang berda di taman-taman kota 
Temanggung.  
Dari Latar belakang ini juga sesuai peraturan yang ada yang ada di 
dalam Satpol PP dalam melakukan penindakan kententraman masyarakat dan 
ketertiban umum dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5094 Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam fungsi nomor 2 yaitu “Pelaksanaan pelayanan penunjang 
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan 
ketertiban umum dan  penegakan Peraturan Daerah.” 
Kenakalan pelajar yang dilakukan pelajar pun tidak hanya membolos 
saja namum ada kenakalan yang sangat menganggu keberlangsungan proses 
belajar mengajar dan tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar. Seperti 
contohnya saja pelajar melakukan menyimpan film porno di handphone, ada 
juga yang merokok, bahkan ada yang minum-minuman keras. Hal ini 
menunjukan bahwa pelajar tidak mengerti apa yang menjadi tugas pelajar 
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yang dimana pelajar ini diharapkan sebagai penerus bangsa untuk lebih baik 
lagi. 
Kenakalan-kenakalan pelajar yang terjadi tersebut sesuai menurut 
Mulyono (1989 : 122) yang  mengemukakan bentuk-bentuk kenakalan remaja yang 
dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, dan salah satunya ialah “Kenakalan yang 
bersifat amoral dan anti sosial yang tidak teratur oleh undang-undang sehingga tidak 
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, seperti berbohong atau memutar 
balikan kenyataan dengan tujuan menipu diri, kabur dari rumah, keluyuran atau pergi 
sampai larut malam, dan bergaul dengan teman yang dapat menimbulkan pengaruh 
negatif.” 
Apalagi dengan data yang ada di Satpol PP dalam penelitian 
menunjukan bahwa dengan diadakan pembinaan dan pembimbingan yang 
dilakukan pada 2015 yang hanya beberapa bulan mendapati 100 pelajar. 
Kondisi ini tentu memprihatinkan dan sangat disayangkan, hal ini 
mengendifikaskan bahwa kenakalan pelajar di wilayah Temanggung cukup 
tinggi. Untuk itu perlunya penangganan yang berupa pembinaan dan 
pembimbingan yang dilakukan harus terus dilaksanakan untuk menekan 
kenakalan pelajar ini. 
Kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepada pelajar ini yang 
dilakukan Satpol PP Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan isi dari 
Makalah Diklat Teknis Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar Angkatan IV 
(2002) dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta 
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penegakkan peraturan daerah menyebutkan bahwa “Tugas preventif adalah 
mencegah timbulnya masalah yang mengarah pada indikasi munculnya 
gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan 
daerah. Tugas ini dilaksanakan antara lain dalam bentuk pengamanan, patroli 
wilayah, penyuluhan, bimbingan, latihan, pengawasan serta pembinaan baik 
kepada perorangan maupun kelompok masyarakat.” 
Hal lain lagi kegiatan ini juga sesuai dengan pengertian seorang pekerja 
sosial dari Edi Suharto (2005 : 25)  mengungkapkan bahwa “pekerjaan sosial 
adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu 
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu untuk 
menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan peranannya”  
Dalam pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan Satpol PP 
Kabupaten Temanggung melakukan bentuk-bentuk pembinaan berupa 
pembinaan mental berupa ceramah, pembinaan fisik berupa push up dan baris 
berbaris serta mengisi surat pernyataan tidak mengulanggi kenakalan pelajar 
kembali. Bentuk ini dilakukan karena bentuk bimbingan ini dirasa paling tepat 
dilakukan untuk pelajar. Apalagi bentuk bimbingan ini sudah sesuai peraturan 
yang ada sehingga bimbingan tersebut dapat dilaksankan sesuai SOP yang 
ada. Hal ini sesuai dengan pengertian bimbingan menurut lampiran Peraturan 
Gubenur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional 
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Bimbingan atau 
pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing dan mendorong, 
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mengarahkan, menggerakan, termasuk kegaiatan koordinasi dan bimbingan 
teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama 
menurut rencana / program ; Pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, 
sistem, dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan 
hasil yang diharapkan secara maksimal.   
Kegiatan pembinaan ini sangat tepat dilakukan karena sesuai pula dengan 
pengertian dari bimbingan sosial yang dikemukakan oleh I.Djumhur dan Moh. 
Surya (1975:15) menyatakan bahwa bimbingan sosial yaitu “bimbingan yang 
bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi 
kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu 
menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.” 
Bentuk-bentuk bimbingan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung ini 
juga ada yang sesuai dengan peraturan yang ada namun ada juga yang tidak 
sesuai dengan konsep seorang pekerja sosial. Hal yang sesuai ialah bentuk 
bimbingan mental yang berupa ceramah ini sesuai denga teknik bimbingan 
sosial dalam buku Bimbingan Sosial TKSM Model Peningkatan Ketahan 
Sosial Masyarakat (Replikasi) yang menyatakan bahwa “Cermah dan Tanya 
jawab, yaitu menyajikan informasi yang diperlukan bagi peserta dan 
kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.” 
Sementara bentuk bimbingan fisik yang dilakukan Satpol PP Kabupaten 
Temanggung yang berupa push up dan baris-berbaris ini dalam teknik yang 
dilakukan oleh pekerja sosial tidak ada teknik yang menyebutkan teknik 
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pembimbingan fisik. Akan tetapi peneliti melihat disini jika dilihat dari sisi 
humanisme pembinaan fisik tidak cocok didapatkan oleh pelajar. Namun jika 
dilihat kembali dari sisi dampak dan hasil yang diperoleh bentuk bimbingan 
ini sangat berperan dalam mengatasi kenakalan pelajar di wilayah 
Temanggung. Maka dari itu pembinaan fisik ini merupakan tindakan tegas 
yang peneliti sendiri menyetujui pembinaan fisik ini dilakukan terhadap 
pelajar.     
Sedangkan dalam pelajar untuk mengisi surat pernyataan tidak 
mengulangi kenakalan pelajar ini sesuai dengan isi dari Makalah Diklat 
Teknis Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar Angkatan IV (2002) dalam 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan 
peraturan daerah menyebutkan bahwa “Tugas represif adalah penindakan 
terhadap para pelanggar peraturan daerah serta pelanggar ketentraman dan 
ketertiban umum sehingga pelaku harus mematuhi ketentuan yang ada. 
Tindakan ini mengandung unsur pemaksaan terhadap pelanggar karena tidak 
mematuhi ketentuan yang berlaku. Tugas ini dilaksanakan antara lain dalam 
bentuk surat teguran, surat pernyataan, surat peringatan, operasi 
penertiban/operasi yustisi dan kegiatan razia.” 
Dalam bimbingan ini pula tidak hanya Satpol PP yang melakukan 
pembinaan dan pembimbingan, namun tim pelajar yang berisikan Dinas 
Pendidikan, Kementrian Agama (Kemenag), dan Kepolisian yang diwilayah 
Temanggung diwakili Polres Temanggung. Dengan pembinaan dan 
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pembimbingan yang dilakukan oleh tim ini tentunya kegiatan atau program 
tersebut sangat efektif karena dilakukan oleh bidang-bidang terkait dengan 
pelajar.   
Hal ini seperti pemaparan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
37 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa “Pembinaan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari 
Pemerintah Daerah dan bekoordinasi dengan instasi/SKPD lainnya dengan 
menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai 
sasaran serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan 
kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk 
hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat.” 
Dengan bentuk bimbingan ini pula hasil yang diperoleh adalah pelajar 
menjadi kapok dan berefek jera untuk pelajar sehingga tidak mengulanggi 
kembali kenakalan yang dibuatnya. Oleh karena itu pelajar dapat mengerti 
kembali tugas sebagai pelajar dan dapat kembali mengikuti proses belajar 
mengajar dengan baik sesuai yang diharapkan. 
Akan tetapi tidak semua kenakalan pelajar dilakukan pembinaan fisik 
dan mental saja. Harusnya Satpol PP Kabupaten Temanggung memiliki 
bentuk bimbingan lain karena setiap kenakalan yang terjadi tidak semua 
pelajar mampu mengaplikasikan bimbingan dan pembinaan berupa fisik dan 
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mental tersebut. Apalagi bila kenakalan yang terjadi sudah melanggar  hukum 
tentunya perlu bentuk pembinaan dan bimbingan lain yang membuat 
kenakalan pelajar yang melanggar hukum ini dapat mengakibatkan pelajar 
mengakui bahwa kenakalan ini sudah melanggar hukum yang ada. Untuk itu 
perlu adanya kordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini kepolisian karena 
hal yang berhubungan hukum sangkut pautnya dengan kepolisian.    
2. Hambatan Dalam Pembinaan dan Bimbingan Satuan Polisi Pamong 
Praja (SATPOL PP) 
Hambatan dalam setiap kegiatan atau program tentunya datang silih 
berganti. Seperti halnya dalam kegiatan pembinaan dan pembimbingan yang 
dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung dimana dalam 
pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. Dalam melakukan pembinaan 
dan pembimbingan ini Satpol PP memiliki hambatan yaitu jadwal pembinaan 
dan pembimbingan tidak sesuai dengan kurikulum atau jadwal sekolah 
contohnya ketika dilakukan pembinaan dam bimbimngan pelajar sedang 
melakukan Ujian Akhir Semester (UAS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) 
bahkan ketika liburan sekolah. 
Selain itu dalam kaitanya hambatan pembinaan dan pembimbingan 
dalam hambatan internal di dalam Satpol PP Kabupaten Temanggung ialah 
keterbatasan personil Satpol PP Kabupaten Temanggung, keterbatasan sarana 
prasara (sanpras) serta jadwal pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan 
terbatas. Dalam keterbatasan personil ini dapat dilihat dari bidang 
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ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang menangani pembinaan 
dan pembimbingan hanya 11 anggota. Untuk keterbatasan sarana prasana ini 
tentunya sangat penting karena dalam pembinaan ini dipelukan sarana 
pendukung yang lebih seperti mobil patrol, mobil patwal dan truk untuk 
menunjang terlaksannya program ini. Sedangkan dengan jadwal pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan terbatas karena dalam kegiatan ini pada tahun 
ini saja hanya dilakukan sebanyak 11 kali, hal ini mungkin akan menganggu 
kesinambungan kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar. 
Hal lain lagi hambatan yang terjadi dalam pembinaan dan 
pembimbingan dalam hambatan eksternal yaitu kesadaran siswa kurang 
terhadap tugas pelajar dan kurangnya perhatian orang tua dalam memantau 
anaknya. Hambatan ini tentunya perlu disadari oleh pelajar sendiri dan orang 
tua bahwasanya perlunya komunikasi anatara pelajar dan orang tua yang lebih 
intens sehingga permasalahan dari pelajar dapat diselesaikan dirumah dan 
tidak menganggu persoalan proses belajar mengajar pelajar itu sendiri. 
Adapun hambatan non teknis yang ada dalam pelaksanaan pembinaan 
dan pembimbingan yang dilakukan yaitu luasan wilayah Kabupaten 
Temanggung. Dengan luasan wilayah ini apalagi Kabupaten Temanggung 
yang mempunyai 20 Kecamatan, hal ini membuat tidak terjangkaunya semua 
wilayah untuk dilakuakan operasi atau penertiban pelajar.  
Dengan hambatan-hambatan yang terjadi ini akan membuat program 
atau kegiatan pembinaan dan pembimbingan tidak maksimal. Dampak yang 
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terasa dengan hambatan itu yaitu target maksimal tidak tercapai misalnya 
target maksimal 10 pelajar namun yang dicapai hanya 7 atau 8 orang  saja. 
Ketika hambatan itu terjadi atau target maksimal tidak tercapai maka tim 
pelajar melakukan evaluasi yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan 
pembinaan dan pembimbingan selanjutnya bahkan tahun berikutnya. 
Hambatan-hambatan ini tentunya cukup membuat tugas Satpol PP tidak 
ringan apalagi didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 
Tentang Satpol PP pastinya hambatan-hambatan itu sesuai dengan 
(http://sudarso-sby-fisip.web.unair.ac.id)  apa yang terjadi di lapangan 
sebenarnya seperti kurangnya personil dan terbatasnya sarana dan prasaran 
pendukung untuk menciptkan kententraman masyarakat dan ketertiban umum. 
Hal ini tentunya akan membuat kinerja tidak maksimal dengan adanya 
hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk itu peran pemerintah untuk 
memberikan pemecahan masalah yang terjadi ini cukup diharapkan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adanya pembinaaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Satpol PP 
Kabupaten Temanggung dilatar belakangi oleh kegiatan atau program ini 
merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta banyaknya pelajar yang 
melanggar tata tertib dan disiplin sekolah pada jam-jam atau waktu-waktu 
proses belajar mengajar di wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun 
bentuk-bentuk pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar yang 
dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung adalah : 
a. Dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan Satpol PP Kabupaten 
Temanggung menggunakan bentuk pembinaan fisik yang berupa 
tindakan push up dan baris berbaris sedangkan dalam pembinaan mental 
dilakukan dengan metode ceramah.  
b. Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan Satpol PP ini dilakukan 
oleh tim pelajar yang berisikan Dinas Pendidikan, Kementrian Agama 
(Kemenag), Kepolisian yang di wilayah Temanggung diwakili oleh 
Polres Temanggung serta Satpol PP sendiri. 
c. Dengan metode pembinaan dan pembimbingan fisik, mental serta 
mengisi surat pernyataan tidak mengulanggi kenakalan kembali yang 
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dilakukan Satpol PP ini membuat pelajar kapok, pelajar tidak 
mengulanggi kembali kenakalan pelajar serta membuat efek jera pelajar. 
2. Dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar yang dilakukan Satpol 
PP terdapat beberapa hambatan, antara lain : 
a. Jadwal dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap kenakalan pelajar 
yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Temanggung dengan jadwal 
kurikulum dan sekolah tidak singkron sehingga kegiatan tidak berjalan 
sesuai yang diharapkan. 
b. Sarana dan prasana dalam menjalankan program pembinaan dan 
pembimbingan terhadap kenkalan pelajar kurang memenuhi dan 
menunjang kegiatan. 
c. Jumlah anggota Satpol PP diseksi Ketentraman Masyarakat dan 
Ketertiban Umum yang bertugas program pembinaan dan pembimbingan 
masih kurang. 
d. Kesadaran pelajar terhadap tugas pelajar kurang serta perhatian orang tua 
terhadap anaknya tidak terpantau dengan baik. 
e. Luasan wilayah Kabupaten Temanggung untuk dilakukannya program 
pembinaan dan pembimbingan terhadap kenakalan pelajar yang membuat 
tidak semua wilayah terjangkau.  
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka terdapat 
beberapa saran yang peneliti ajukan bagi program atau kegiatan pembinaan dan 
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pembimbingan terhadap kenakalan pelajar yang dilakukan oleh Satpol PP 
Kabupaten Temanggung: 
1. Program atau kegiatan ini harus terus terlaksana untuk menekan kenakalan 
pelajar yang ada diwilayah Temanggung yang sudah meresahkan 
masyarakat. 
2. Penambahan anggota Satpol PP di Seksi Kententraman Masyarakat dan 
Ketertiban Umum karena diseksi ini tugas program pembinaan dan 
pembimbingan dilakukan dan pada saat ini Satpol Kabupaten Temanggung 
masih kekurangan anggota. 
3. Sarana dan prasaran penunjang untuk program pembinaan dan 
pembimbingan harus terus ditingkatkan agar program ini dapat berjalan 
maksimal. 
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Lampiran 1 
PEDOMAN OBSERVASI 
A. Tujuan 
Untuk Mendapakan informasi dan data mengenai kondisi fisik maupun non 
fisik, dan gambaran peran Satpol PP Kabupaten Temanggung tentang bagaimana 
kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap kenakalan pelajar yang terjadi 
di  Kabupaten Temanggung.  
B. Aspek Yang Diamati 
1. Letak Geografis Wilayah Temanggung 
2. Profil Satpol PP Temanggung 
3. Keadaan Pelajar di Temanggung 
4. Kondisi dan Fasilitas  
5. Struktur Kepengurusan 
a. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Temanggung 
b. Struktur Kepengurusan Satpol PP Temanggung 
6. Keadaan Pengurus atau Struktur Program Pembinaan dan Pembimbingan  
a. Jumlah 
b. Keadaan 
7. Bentuk-Bentuk Pembinaan dan Pembimbingan   
8. Hambatan-Hambatan Pembinaan dan Pembimbingan 
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Lampiran 2 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
Pedoman dokumentasi digunakan unuk membantu peneliti dalam 
mengumpulkan data atau informasi tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja 
(SATPOL PP) Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar Di Kabupaten 
Temanggung.  
A. Melalui Arsip Tertulis  
1. Letak Geografis 
2. Struktur Kepengurusan  
a. Kepengurusan Pemerintahan Temanggung 
b. Kepengurusan Satpol PP Temanggung 
3. Jumlah Personil atau Anggota Satpol PP  
4. Jumlah Pelajar di Temanggung 
5. Data Pendukung Penelitian   
B. Foto  
1. Kegiatan Pembinaan dan Pembimbingan Terhadap Pelajar 
2. Lingkungan Kantor Satpol PP Kabupaten Temanggung 
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Lampiran 3 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM 
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SATPOL PP 
I. Identitas  
Nama   : .......................................... (L/P) 
Usia   : .......................................... 
Pendidikan  : .......................................... 
Alamat   : .......................................... 
II. Daftar Pertanyaan  
A. Pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar 
1. Apa yang melatarbelakangi diadakan program pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar? 
2. Apa tujuan dari program pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar? 
3. Sudah berapa lama program pembinaan dan pembimbingan ini 
berlangsung?  
4. Kenapa pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar perlu diadakan? 
5. Kenakalan apa yang sering ditemui ketika diadakannya pembinaan dan 
pembimbingan? 
6. Siapa saja yang memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar? 
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7. Berapa jumlah pelajar setiap terjadinya pembinaan atau 
pembimbingan?apakah konstan atau turun naik?  
8. Persiapan dan perencanaan pembinaan dan pembimbingan seperti apa 
yang dilakukan? 
9. Bagaimana jadwal pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan 
terhadap pelajar? 
10. Materi apa yang disamapaikan dalam pembinaan dan pembimbingan 
terhadap pelajar? 
11. Sarana dan prasarananya apa untuk mendukung proses pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar? 
12. Media  apa yang digunakan dalam proses pembinaan dan pembimbingan? 
13. Bagaimana lingkungan masyarakat dalam mendukung akan pembinaan 
dan pembimbingan terhadap pelajar? 
14. Bagaimana sekolah turut ikut berpartisipasi dalam pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar yang dilakukan? 
15. Evalauasi apa yang dilaksanakan setelah pembinaan dan pembimbingan 
ini? 
16. Bagaimana tindak lanjut dari program pembinaan dan pembimbingan? 
B. Bentuk-bentuk bimbingan Satpol PP Kab.Temanggung dalam 
mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung 
1. Bentuk-bentuk bimbingan apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam 
melakukan pembinaan dan pembimbingan? 
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2. Mengapa menggunakan bentuk bimbingan tersebut? 
3. Seefektif apakah bentuk bimbingan yang dilakukan? 
4. Dampak apa yang dirasakan dengan bentuk bimbingan yang dilakukan 
ini? 
5. Bagimana bentuk bimbingan ini sesuai dengan peraturan yang ada? 
6. Siapa yang terlibat dalam bentuk bimbingan ini? 
7. Bagaimana proses bentuk bimbingan tersebut dilakukan? 
8.  Bagimana bentuk bimbingan ini dapat diterima oleh pelajar ? 
9. Apa tujuan dari bentuk bimbingan ini? 
10. Bagaimana bentuk bimbingan ini dapat merubah pelajar menjadi lebih 
baik lagi? 
11. Bagaimana peran sekolah dalam bentuk bimbingan ini? 
12. Bagaimana peran orang tua pelajar dalam bentuk bimbingan ini? 
C. Hambatan-hambatan dalam mengatasi kenakalan pelajar yang terjadi 
dalam mengatasi kenakalan pelajar 
1. Hambatan-hambatan apa dalam mengatasi kenakalan pelajar ini? 
2. Apa  yang menyebababkan hambatan-hambatan itu terjadi? 
3. Faktor internal atau eksternal apa yang menyebabakan hambatan itu? 
4. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
5. Hambatan ini menganggu dalam pembimbingan? 
6. Hambatan ini sudah diprediksi sebelumnya? 
7. Dampak apa yang dirasakan dengan adanya hambatan ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PELAJAR 
I. Identitas 
Nama   : .......................................... (L/P) 
Usia   : .......................................... 
Pendidikan  : .......................................... 
Alamat   : .......................................... 
II. Daftar Pertanyaan  
A. Keterlaksanaan Program pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar 
1. Kenapa bisa mengikuti program pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar ini? 
2. Kenapa melakuakan kenakalan tersebut? 
3. Apa yang menyebabkan kenakalan itu? 
4. Bagaimana tujuan dari program pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar? 
5. Seberapa penting diadakan pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar ini 
? 
6. Sudah berapa kali mengalami pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar? 
7. Siapa saja yang memberikan pembinaan dan pembimbingan? 
8. Dengan pembinaan ini akan  melakukan kenakalan ini lagi? 
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9. Bagaiman peran Satpol PP dengan diadakan pembinaan dan pembimbingan 
terhadap pelajar ini? 
10. Apa dampak yang dirasakan dari pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar? 
11. Materi apa yang disamapaikan dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar? 
12. Bagaiamana sarana dan prasarananya untuk mendukung proses pembinaan 
dan pembimbingan terhadap pelajar? 
13. Apa media yang diguanakan dalam proses pembinaan dan pembimbingan? 
14. Bagaimana tindak lanjut dari  setelah mengikuti program pembinaan dan 
pembimbingan? 
B. Bentuk Bentuk-bentuk bimbingan Satpol PP Kab.Temanggung dalam 
mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung 
1. Bentuk-bentuk bimbingan apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam 
melakukan pembinaan dan pembimbingan? 
2. Bagaimana yang dirasakan dengan bentuk bimbingan ini? 
3.  Seefektif apa bentuk bimbingan yang dilakukan? 
4. Apa dampak yang dirasakan dengan bentuk bimbingan yang dilakukan ini? 
5. Bagaimana bentuk bimbingan ini sesuai dengan keinginan pelajar? 
6. Siapa saja yang terlibat dalam bentuk bimbingan ini ? 
7. Bagaimana proses bentuk bimbingan tersebut dilakukan? 
8. Bagaimanan bentuk bimbingan ini dapat diterima oleh pelajar ? 
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9. Bagaimana  tujuan dari bentuk bimbingan ini? 
10. Bagaimana bimbingan ini dapat merubah pelajar menjadi lebih baik lagi? 
11. Apa peran sekolah dalam bentuk bimbingan ini? 
12. Apa peran orang tua dalam bentuk bimbingan ini? 
13. Saran apa yang ingin disampaikan dari bentuk bimbingan ini? 
C. Hambatan-hambatan dalam mengatasi kenakalan pelajar yang terjadi 
dalam mengatasi kenakalan pelajar 
1. Hambatan-hambatan apa saja dalam pembinaan dan pembimbingan terjadi? 
2. Apa yang membuat hambatan-hambatan itu terjadi? 
3. Faktor internal atau eksternal apakah menyebabkan hambatan itu?  
4. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
5. Bagimana hambatan ini menganggu dalam pembimbingan yang dilakukan? 
6. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya hambatan ini? 
7. Apa ada masukan tentang adanya hambatan tersebut? 
8. Apa yang perlu diperbaiki dari hambatan ini?  
 
 
 
 
 
123 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK STAF SEKSI KETERTIBAN UMUM 
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SATPOL PP 
I. Identitas 
Nama   : .......................................... (L/P) 
Usia   : .......................................... 
Pendidikan  : .......................................... 
Alamat   : .......................................... 
II. Daftar Pertanyaan  
A. Pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar 
1. Apa yang melatarbelakangi diadakan program pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar? 
2. Apa tujuan dari program pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar? 
3. Sudah berapa lama program pembinaan dan pembimbingan ini 
berlangsung?  
4. Kenapa pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar perlu diadakan? 
5. Kenakalan apa yang sering ditemui ketika diadakannya pembinaan dan 
pembimbingan? 
6. Siapa saja yang memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar? 
7. Berapa jumlah pelajar setiap terjadinya pembinaan atau 
pembimbingan?apakah konstan atau turun naik?  
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8. Persiapan dan perencanaan pembinaan dan pembimbingan seperti apa 
yang dilakukan? 
9. Bagaimana jadwal pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan 
terhadap pelajar? 
10. Bagaimana materi yang disamapaikan dalam pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar? 
11. Sarana dan prasarananya apa saja untuk mendukung proses pembinaan 
dan pembimbingan terhadap pelajar? 
12. Media  apa yang diguanakan dalam proses pembinaan dan 
pembimbingan? 
13. Bagaimana lingkungan masyarakat dalam mendukung akan pembinaan 
dan pembimbingan terhadap pelajar? 
14. Bagaimana sekolah turut ikut berpartisipasi dalam pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar yang dilakukan? 
15. Evalauasi apa yang dilaksanakan setelah pembinaan dan pembimbingan 
ini? 
16. Bagaimana tindak lanjut dari program pembinaan dan pembimbingan? 
B. Bentuk-bentuk bimbingan Satpol PP Kab.Temanggung dalam 
mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Temanggung 
1. Bentuk-bentuk bimbingan apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam 
melakukan pembinaan dan pembimbingan? 
2. Mengapa menggunakan bentuk bimbingan tersebut? 
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3. Seefektif apakah bentuk bimbingan yang dilakukan? 
4. Dampak apa yang dirasakan dengan bentuk bimbingan yang dilakukan 
ini? 
5. Bagaimana bentuk bimbingan ini dengan peraturan yang ada? 
6. Siapa yang terlibat dalam bentuk bimbingan ini? 
7. Bagaimana proses bentuk bimbingan tersebut dilakukan? 
8.  Bentuk bimbingan ini dapat diterima oleh pelajar ? 
9. Apa tujuan dari bentuk bimbingan ini? 
10. Bentuk bimbingan ini dapat merubah pelajar menjadi lebih baik lagi? 
11. Bagaimana peran sekolah dalam bentuk bimbingan ini? 
12. Bagaimana peran orang tua pelajar dalam bentuk bimbingan ini? 
C. Hambatan-hambatan dalam mengatasi kenakalan pelajar yang terjadi 
dalam mengatasi kenakalan pelajar 
1. Hambatan-hambatan apa saja dalam mengatasi kenakalan pelajar ini? 
2. Apa  yang menyebababkan hambatan-hambatan itu terjadi? 
3. Faktor internal atau eksternal apa yang menyebabakan hambatan itu? 
4. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
5. Hambatan ini menganggu dalam pembimbingan? 
6. Hambatan ini sudah diprediksi sebelumnya? 
7. Dampak apa yang dirasakan dengan adanya hambatan ini? 
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Lampiran 4 
REDUKSI, DISPLAY DAN KESIMPULAN 
Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan 
Pelajar Di Kabupaten Temanggung 
Keterangan : 
a = Pelaksanaan Program Pembinaan  b = Bentuk-Bentuk Pembinaan c = Hambatan Pembinaan 
No Pertanyaan Reduksi 
 
Kesimpulan 
1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Program 
Pembinaan Dan 
Pembimbingan Terhadap 
Pelajar  
 
 
 
 
 
• Latar belakang program pembinaan 
dan pembimbingan 
 
Bapak M : Untuk program 
pembinaan  pelajar intinya  karena 
salah satu tupoksi Satpol PP.  
(a: Bapak M : 1) 
 
Bapak BU : Latar belakang dari pada 
pembinaan banyaknya pelajar yang 
melanggar tata tertib dan disiplin 
sekolah pada jam-jam atau waktu-
waktu proses belajar mengajar di 
wilayah Kabupaten Temanggung  
Latar belakang program pembinaan 
dan pembimbingan karena 
merupakan Tupoksi Satpol PP dan 
banyaknya pelajar yang melanggar 
tata tertib dan disiplin sekolah pada 
jam-jam belajar mengajar di wilayah 
Kabupaten Temanggung 
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(a : Bapak BU : 1) 
 
• Tujuan program pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar 
 
Bapak M : Penertiban pelajar 
madsudnya penertiban pelajar untuk 
mengurangi pelajar yang sering 
keluar di jam pelajar contohnya jam 
pelajar ada di warnet ada di tempat 
umum yang semstinya tidak kesana 
karena masih jam pelajar.  
(a : Bapak M : 2) 
 
Bapak BU :Tujuan dari pada ini 
untuk meminimalisir pelajar yang 
melanggar tata tertib dan disiplin 
sekolah  
( a : Bapak BU : 2) 
 
• Lama program pembinaan dan 
pembimbingan ini berlangsung 
 
Bapak M : Kegiatan ini kurang lebih 
5 tahun sudah berlangsung  
(a : Bapak M : 3) 
 
 
 
Tujuan dari program pembinaan dan 
pembimbingan pelajar untuk 
mengurangi pelajar sering keluar jam 
pelajaran di tempat umum dan 
menimalisir pelajar yang melanggar 
tata tertib disiplin sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembinaan dan pembimbingan 
terhadap pelajar ini sudah dilaukan 
oleh Satpol PP Kab.Temanggung 
kurang lebih 5 tahun 
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 Bapak BU : Program ini sudah 
berjalan kurang lebih 5 tahun. 
 (a : Bapak BU : 3) 
 
• Kenakalan yang sering ditemui 
ketika diadakannya pembinaan dan 
pembimbingan 
 
Bapak M : Ya biasa dia 
menggunakan hp yang isinya film 
porno, ada yang merokok, ada yang 
minum-minuman keras termasuk 
membolos  
(a : Bapak M : 4) 
 
Bapak BU: Satu membolos dua ada 
yang main di PS, taman-taman kota 
contoh taman pengayoman, taman 
hijau (green area), taman progo  
(a : Bapak BU : 4) 
 
• Jumlah pelajar setiap terjadinya 
pembinaan atau pembimbingan 
konstan atau turun naik 
 
Bapak M : Jumlah tidak pasti kadang 
puluhan kadang juga 5 atau 6 
 
 
 
 
Kenakalan yang sering dijumpai 
ketika diadakan pembinaan dan 
penertiban ialah hp yang berisi film 
porno, merokok, minum-minuman 
keras serta membolos atau main di 
tempat PS atau taman-taman di 
Kabupaten Temanggung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam pembinaan dan 
pembimbingan pelajar yang 
mengalaminya turun naik pernah 
yang mengalami pembinaan 25 
sampai 30 tetapi juga hanya 5 sampai 
6 pelajar  
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orangan 
(a : Bapak M : 5) 
 
Bapak BU: Turun naik pernah kita 
menjaring atau menertibkan sekitar 
25 sampai 30 namu suatu ketika 5 
sampai 6 personel 
(a : Bapak BU : 5) 
 
• Persiapan dan perencanaan 
pembinaan dan pembimbingan yang 
dilakukan 
 
Bapak M : Biasa diadakan APP 
untuk menentukan target yang 
dioperasi 
(a : Bapak M : 6) 
 
Bapak BU : Sebelum diadakan 
pembinaan dan pembimbingan 
sebelum terjun kelapangan 
pertemuan atau rapat tim yang 
kemudian menyampaikan target 
personel mengenai teknis dan non 
tenis saat penertiban di lapangan  
(a : Bapak BU : 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan dan perencaan dalam 
melakukan pembinaan dan 
pembimbingan sebelumnya akan 
dilakukan APP atu pertemuan dan 
rapat tim yang kemudian 
menyampaikan target mengenai 
teknis dan non teknis 
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• Jadwal pelaksanaan program 
pembinaan dan pembimbingan 
 
Bapak M : Untuk sementara ini 
tahun ini dilakukan 11 kegiatan. 
(a : Bapak M : 7) 
 
Bapak BU : Untuk jadwal 
pelaksanaan program pembinaan dan 
pembimbingan pelajar tahun 2016 
ini  secara jadwal 11 kali tapi 
ditambah sesuai dengan tupoksi dan 
melihat situasi kondisi di lapangan 
(a : Bapak BU : 7) 
 
• Materi yang disamapaikan dalam 
pembinaan dan pembimbingan 
 
Bapak M : Intinya tidak membolos 
waktu jam pelajaran terus memberi 
pengertian dan penyuluhan kepada 
anak tersebut agar tidak mengulangi 
lagi termasuk kenakalan pelajar 
miras bahkan corat coret atau 
vandalisme  
(a : Bapak M : 8) 
Bapak BU : Dengan cara ceramah 
Dalam jadwal pelaksanaan program 
ini pada tahun 2016 dilakukan 
sebnayak 11 kali kegiatan pembinaan 
dan pembimbingan terhadap pelajar 
akan tetapi itu juga merujuk pada 
tupoksi dan melihat situasi dan 
kondisi di lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyampain materi dalam pembinaan 
dan pembimbingan pelajar dengan 
cara ceramah agar tidak membolos 
waktu jam pelajaran dan penyuluhan 
kepada anak tersebut agar tidak 
mengulangi lagi termasuk kenakalan 
pelajar miras bahkan corat coret atau 
vandalisme. Selain  itu juga diadakan 
pembinaan fisik kepada pelajar. 
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baik itu secara umum sebanyak 
pelajar yang ditertibkan maupun 
secara face to face dan pembinaan 
fisik 
(a : Bapak BU : 8) 
 
• Sarana dan prasarananya untuk 
mendukung proses pembinaan dan 
pembimbingan 
 
Bapak M : Ya termasuk diluar 
menyediakan mobil  
(a : Bapak M : 9) 
 
Bapak BU :  Sarana Prasarana yang 
mendukung kami menyediakan 1 
truk 1 mobil panwal 1 mobil patroli 
(a : Bapak BU : 9) 
 
• Bagaimana lingkungan masyarakat 
dalam mendukung akan pembinaan 
dan pembimbingan 
 
Bapak M : Sangat mendukung sekali 
itu 
(a : Bapak M : 10) 
 
 
 
 
 
 
 
Sarana prasarana dalam program 
pembinaan dan bimbingan terhadap 
pelajar menggunakan 1 truk, 1 mobil 
panwal dan 1 mobil patrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan masyarakat sangat 
medukung kegiatan program 
pembinaan dan pembimbingan 
pelajar karena sangat positif.  
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Bapak BU : Sangat mendukung 
sekali pembinaan ini dengan 
banyakanya dukungan baik lewat 
khusunya lewat telpon banyak yang 
medukung pembinaan ini sebab 
sangat positif 
(a : Bapak BU : 10) 
 
• Bagaimana sekolah turut ikut 
berpartisipasi dalam pembinaan dan 
pembimbingan 
 
Bapak M : Sekolah itu kan diwakili 
dinas dari umum kalau yang dari MI 
atau sekolah yang islam itu wakili 
Kemenag 
(a : Bapak M : 11) 
 
Bapak BU : Partisipai sekolah 
khususnya yang terjaring atau 
ditertibkan guru pembimbing atau 
kesiswaan akan datang kemudian 
akan ditindak lanjuti sekolah 
masing-masing 
(a : Bapak BU : 11) 
 
• Evalauasi yang dilaksanakan setelah 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekolah dalam kaitanya program 
pembinaan dan pembimbingan 
pelajar sekolah akan diwakili oleh 
Dinas Pendidikan sementara yang MI 
atau sekolah yang Islam diwakili 
Kemenag yang nantinya akan 
menyampaikan kepada sekolah yang 
pelajarnya terjaring sehingga guru 
pembimbing atau kesiswaan akan 
datang yang kemudian ditindak 
lanjuti disekolah masing-masing.  
 
 
 
 
 
 
 
Evaluai kegiatan pembinaan dan 
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pembinaan dan pembimbingan 
 
Bapak M : Ya kita berkumpul lagi 
tim panitia terus mengadakan 
evaluasi barangkali dalam evaluasi 
ada yang kurang atau berlebihan 
nanti bisa diselsesasikan di forum itu 
(a : Bapak M : 12) 
 
Bapak BU : Evaluasinya adalah kita 
mengadakan rapat tim baik itu 
Kemenag Dinas Pendidikan dan 
Polres kemudian hasil evalusi akan 
ditindak lanjuti penertiban pelajar 
selanjutnya ataupun untuk evaluasi 
tahun depan  
(a : Bapak BU : 12) 
 
• Tindak lanjut dari program 
pembinaan dan pembimbingan 
 
Bapak M : Programnya itu biasanya 
diserahkan ke dinas pendidikan terus 
kalau ada yang bermasalah bisa 
dipanggil guru sekolah atau wali 
orang tua murid 
(a : Bapak M : 13) 
pembimbingan pelajar Tim yang 
berisikan Kemenag, Dinas 
Pendidikan, Polres, dan Satpol sendiri 
melakukan rapat yang hasil dari 
evaluasi tersebut dapat sebagai 
penyelesaian kekurangan atau  
berlebihnya kegiatan serta sebagai 
tindak lanjut untuk penertiban 
selanjutnya maupun tahun depan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tindak lanjut program pembinaan 
dan pembimbingan pelajar akan 
diserhakan ke Dinas Pendidikan, 
Kemenag, Polres yang melakukan 
pembinaan atau penertiban bahkan 
akan dipanggil wali orang tua pelajar 
jika diperlukan. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentuk-bentuk bimbingan 
dalam mengatasi kenakalan-
kenakalan pelajar  
 
 
 
 
 
Bapak BU : Tindak lanjut dari 
program pembinaan dan 
pembimbingan kalau ada pelajar 
yang kita tertibkan sekolah yang 
bersangutan kita panggil dari Dinas 
Pendidikan Kemenag dan Polres 
juga melakukan pembinaan dan 
penertiban 
(a : Bapak BU : 13) 
 
• Bentuk-bentuk bimbingan dilakukan 
dalam melakukan pembinaan dan 
pembimbingan 
 
Bapak M : Bentuknya ya secara fisik 
juga bisa secara mental  
(b : Bapak M : 1) 
 
Bapak BU : Dengan cara ceramah 
yaitu pembinan mental agar pelajar 
sesuai tugas pelajar itu sendiri yang 
benar dan juga pembianaan fisik 
(b : Bapak BU : 1) 
 
• Mengapa menggunakan bentuk 
bimbingan tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentuk-bentuk pembinaan dan 
pembimbingan pelajar yang 
dilakukan Satpol PP Kabupaten 
Temanggung yaitu dengan cara 
ceramah yaitu  pembinan mental agar 
pelajar dapat sesuai dengan tugas 
pelajar. Selain dengan pembinaan 
mental melalui ceramah pelajar juga 
mendapat bentuk pembinaan fisik. 
 
 
 
 
 
Bentuk bimbingan mental dan fisik 
ini digunakan karena bimbingan 
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Bapak M : Karena bimbingan seperti 
itu lebih tepat dimata pelajar baik 
SMA SMK maupun SMP 
(b : Bapak M : 2) 
 
Bapak BU : Sebab bimbingan 
tersebut dirasa paling efektif dan 
efisien 
(b : Bapak BU : 2) 
 
• Seefektif apakah bentuk bimbingan 
yang dilakukan 
 
Bapak M : Ya nganu ya sementara 
yang dilakuakan ya itu dengan itu 
lebih efektif dibanding harus 
mendatangi sekolah sekolahan 
(b : Bapak M : 3) 
 
Bapak BU : ini bisa dilihat dari bisa 
menerimanya pelajar dalam 
pembimbingan tersebut dengan baik 
(b : Bapak BU : 3) 
 
• Dampak dirasakan dengan bentuk 
bimbingan yang dilakukan ini 
tersebut lebih tepat digunakan pelajar 
SMP,SMA maupun SMK karena 
dirasa sangat efektif dan efisien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bimbingan fisik dan mental ini lebih 
efektif bias dilihat dari bisa 
menerimanya pelajar dalam 
pembimbingan dengan baik daripada 
harus mendatangi sekolah-sekolahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dampak bentuk bimbingan tersebut 
pelajar dapat menerima dengan baik, 
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Bapak M : Ya dampakanya banyak 
pelajar yang tidak bolos memberikan 
efek jera  
(b : Bapak M : 4) 
 
Bapak BU : Dampaknya yang 
pertama pelajar dapat menerima baik  
kedua dari hasil tahun-tahun yang 
lalu pelajar yang sudah terjaring 
tidak melakukan bolos ataupun 
melanggar dari proses belajar 
mengajar  
(b : Bapak BU : 4) 
 
• Bagaimana bentuk bimbingan ini 
dengan peraturan yang ada 
 
Bapak M : Sudah sesuai dengan SOP 
yang ada 
(b : Bapak M : 5) 
 
Bapak BU :  Bentuk bimbingan ini 
kalau dikaitkan dengan peraturan 
yang ada sangat singkron dengan 
peraturan yang ada 
(b : Bapak BU : 5) 
pelajar yang sudah terjaring dalam 
pembinaan tidak melakukan 
melanggar aturan belajar mengajar 
atau membolos. Hal lain lagi dengan 
bentuk bimbingan ini membuat efek 
jera bagi pelajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentuk bimbingan tersebut kalau 
dikaitakan dengan peraturan yang ada 
sangat singkron dan sesuai SOP. 
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• Siapa yang terlibat dalam bentuk 
bimbingan ini 
 
Bapak M : Satu karena itu dari tim 
dari Kepolisian ada dari Satpol 
sendiri Dinas Pendidikan kemudian 
Kemenag 
(b : Bapak M : 6) 
 
Bapak BU : Disamping Satpol ada 
dari Kementrian Agama 
(Kemenenag) ada dari Dinas 
Pendidikan dan ada Polres 
Temanggung 
(b : Bapak BU : 6) 
 
• Bentuk bimbingan ini dapat diterima 
oleh pelajar 
 
Bapak M : Bimbingan ini sangat bisa 
diterima pelajar 
(b : Bapak M : 7) 
 
Bapak BU : Bentuk bimbingan ini 
sangat bisa diterima oleh pelajar 
sebab ini yang kami rasakan paling 
 
Dalam bentuk bimbingan ini yang 
terlibat adalah dari Kepolisian Polres 
Temanggung, Dinas Pendidikan, 
Kementerian Agama (Kemenag) serta 
Satpol PP sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bentuk bimbingan tersebut sangat 
bisa diterima pelajar karena dirasakan 
paling efektif dan efisien. 
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efektif dan efisien 
(b : Bapak BU : 7) 
 
• Bimbingan ini dapat merubah pelajar 
menjadi lebih baik lagi 
 
Bapak M : Iya sehingga pelajar tidak 
menggulanginya lagi 
(b : Bapak M : 8) 
 
Bapak BU : Bisa merubah pelajar  
baik lagi yang pertama bisa 
menerima model atau bentuk 
bimbingan ini kemudian pelajar 
yang  kena penertiban tidak 
mengulanggi perbuatan yang  
melanggar aturan proses belajar dan 
mengajar 
(b : Bapak BU : 8) 
 
• Peran sekolah dalam bentuk 
bimbingan ini 
Bapak M : Ya peran sekolah sangat 
berterima kasih dengan tim pelajar 
ini bisa membantu mengatasi anak-
anak pelajar disekolah 
(b : Bapak M : 9) 
 
 
 
Bimbingan tersebut dapat merubah 
pelajar karena pelajar dapat 
menerima model atau bentuk 
bimbingan tersebut sehingga pelajar 
tidak menggulanginya lagi perbuatan 
yang melanggar aturan proses belajar 
mengajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peran sekolah dalam bentk 
bimbingan tersebut sekolah berterima 
kasih dengan Tim pelajar karena 
membantu mengatasi pelajar 
sehingga sekolah dapat melaksanakan 
bimbingan lebih lanjut disekolah 
masing-masing. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hambatan-hambatan dalam 
mengatasi kenakalan pelajar  
 
Bapak BU : Melaksanakan 
bimbingan lebih lanjut disekolah 
masing-masing 
(b : Bapak BU : 9) 
 
• Peran orang tua pelajar dalam bentuk 
bimbingan ini 
 
Bapak M : Ya satu sangat berterima 
kasih kedua sangat mendukung 
dengan kegiatan 
(b : Bapak M : 10) 
 
Bapak BU : Untuk orang tua juga 
melakukan bimbingan lebih lanjut di 
rumah 
(b : Bapak BU : 10) 
 
• Hambatan-hambatan dalam 
mengatasi kenakalan pelajar 
 
Bapak M : Satu mungkin karena 
waktunya tidak tepat seharusnya pas 
libur tapi dilaksanakan penertiban 
pelajar berartikan tidak tepat 
(c : Bapak M : 1) 
 
 
 
 
 
 
Peran orang tua dalam bentuk 
bimbingan ini berterima kasih dan 
sangat mendukung kegiatan 
pembinaan ini yang kemudian orang 
tua melakukan bimbingan lebih lanjut 
di rumah. 
 
 
 
 
 
 
 
 Hambatan-hambatan yang terjadi 
dalam menagatasi kenakalan pelajar 
salah satunya adalah terbenturnya 
jadwal atau kurikulum yang ada di 
sekolah misalnya ketika dilaksankan 
penertiban dan pembinaan pelajar 
sedang liburan atau sedang 
melakukan UTS atau UAS yang 
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Bapak BU : Salah satunya sering 
terbentur dengan jadwal atau 
kurikulum yang ada di sekolah 
contohnya mungkin kita pas 
mengadakan penertiban ternyata 
pelajar sedang liburan atau mungkin 
sedang melakukan UTS atu UAS 
(c : Bapak BU : 1) 
 
• Penyebababkan hambatan-hambatan 
itu terjadi 
 
Bapak M : Mungkin ya macam-
macam termasuk kesadaran siswa-
siswa kurang terkait dengan tugas-
tugas siswa khusunya dalam belajar 
terus pemantauan dari orang tua 
kurang terus keterbatasan anggota 
personil Satpol dalam kegiatan 
karena Cuma 11 orang, setahun 
cuma 11 kali kegiatan kalau lebih 
kan bisa terlaksana dengan baik 
(c : Bapak M : 2) 
 
Bapak BU : Mungkin adanya 
perubahan kurikulum yang tadinya 
mengakibatkan hal ini tidak tepat 
untuk melakukan pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar. 
 
 
 
 
 
 
 
Hambatan itu terjadi adanya 
perubahan kurikulum yang jadwalnya 
dapat maju atau mundur dari pihak 
sekolah atau Dinas Pendidikan. 
Selain itu hambatan yang lain yang 
terjadi dari factor internal 
keterbatasan personil Satpol PP dan 
sarana prasarana (sanpras) serta 
kegiatan pembinaan dan 
pembimbingan hanya 11 kali setahun. 
Sementara dari segi eksternal 
kesadaran siswa kurang terkait 
dengan tugas-tugas pokoknya, selain 
itu kurang perhatian orang tua 
terhadap pelajar. 
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menjadi jadwal entah maju atau 
mundur dari pihak sekolahan atau 
Dinas Pendidikan hal lain dari faktor 
internal keterbatasan personil dan 
sapras Satpol PP sementara dari 
eksternal kurang perhatian orang tua 
terhadap pelajar dan kurang 
memahami pelajar dalam tugas 
pokonya 
(c : Bapak BU : 2) 
 
• Mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut 
 
Bapak M : Ya kita melaksanakan 
sesuai tupoksi yang ada 
(c : Bapak M : 3) 
Bapak BU : Memaksimalkan tupoksi 
dengan kondisi yang ada  
(c : Bapak BU : 3) 
 
• Hambatan ini menganggu dalam 
pembimbingan  
 
Bapak M : Jelas menggangu karena 
kegiatan pembinaan ini tidak 
terlaksana dengan baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam mengatasi hambatan tersebut 
Satpol PP melakukan 
memaksimalkan dan melkasanakan 
sesuai tupoksi yang ada. 
 
 
 
 
 
 
Hamabatan yang terjadi jelas 
menganggu karena membuat target 
maksimal tidak tercapai contonya 
target 10 namun hanya tercaai 7 atau 
8 pelajar ini akan membuat kegiatan 
pembinaan tidak terlaksana dengan 
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(c : Bapak M : 4) 
 
Bapak BU : Ya jelas menggangu 
sehingga target maksimal tidak 
tercapai contoh mungkin target 10 
hanya tercapai 7 atau 8 
(c : Bapak BU : 4) 
 
• Hambatan ini sudah diprediksi 
sebelumnya 
 
Bapak M : Ya sebetulnya sudah tapi 
karena keterbatasan personil , sapras 
ada kendaraan dan lain-lain dan 
luasan wilayah soalnya  yang di 
operasi atau ditertibakan dari 
kecamatan tretep sampai pringsurat 
ada 20 kecamatan 
(c : Bapak M : 5) 
Bapak BU : Sudah karena mungkin 
salah satunya contoh dari jadwal 
yang dibuat Satpol PP dan 
kurikulum yang dibuat sekolah tidak 
singkron 
(c : Bapak BU : 5) 
 
• Dampak dirasakan dengan adanya 
baik. 
 
 
 
 
 
 
 
Hambatan tersebut telah diprediksi 
sebelumnya karena jadwal yang 
dibuat Satpol PP dan kurikulum yang 
ada tidak singkron. Hal lain lagi 
hambatan ini sudah diprediksi yaitu 
keterbatsan personil dan sapras 
seperti kendaraan dan lain-lain serta 
jangkauan wilayah yang luas dalam 
kegiatan penertiban pelajar karena 
ada 20 kecamatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dampak yang dirasakan dengan 
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Bapak M : Target yang diharapkan 
tidak bias tercapai penuh misal target 
10 hanya tercapai 8 atau 7  karena 
luasan wilayah tersebut 
(c : Bapak M : 6) 
 
Bapak BU :  Target tidak dicapai 
dengan maksimal contohnya 
mungkin target 10 hanya bisa 
tercapai 7 atau 8 
(c : Bapak BU : 6) 
 
adanya hambatan tersebut ialah target 
yang diharapkan tidak tercapai penuh 
misalnya target 10 hanya tercapai 7 
atau 8 pelajar karena luasan wilayah. 
 
 
 
Untuk Pelajar  
NO Pertanyaan Reduksi Kesimpulan 
 
1.  Bentuk-bentuk pembinaan dan 
pembimbingan 
 
 
 
 
• Kenapa bisa mengikuti pembinaan 
dan pembimbingan 
 
S: Mbolos mas tadi di PS-an 
(b : S : 1)  
 
Pelajar yang mengikuti pembinaan 
dan pembimbingan rata-rata 
dikarenakan melakukan kenakalan 
membolos ditempat umum terutama 
PS-an pada jam belajar dan mengajar. 
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AP: Ya tadi gak masuk sekolah 
terus main PS 
(b : AP : 1)  
 
AV: Itu mas tadi mbolos sekolah 
(b : AV : 1)  
 
GDS: Nganu mas tadi di PS-an 
(b : GDS : 1)  
 
MF: Tadi main PS mas 
(b : MF : 1)  
 
• Kenapa melakukan kenakalan 
tersebut 
 
S: Males mas mau sekolah tadi 
(b : S : 2)  
 
AP: Tadi diajak temen mas terus 
mbolos itu mas 
(b : AP : 2)  
 
AV: Tadi males sama gurunya mas 
terus malah ada temen yang ngajak 
mbolos terus ikut mbolos 
(b : AV : 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelajar melakukan kenakalan 
membolos ini kebanyakan beralasan 
malas atau bosan sekolah dan diajak 
teman untuk membolos dijam-jam 
pelajaran. 
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GDS: Bosen mas mau sekolah tadi 
terus mbolos itu 
(b : GDS : 2)  
 
MF: Tadi pas mau berangkat 
sekolah diajak GDS mbolos mas 
(b : MF : 2)  
 
• Berapa kali mengalami pembinaan 
dan pembimbingan  
 
S: Ya baru kali ini mas 
(b : S : 3)  
 
AP: Baru sekali ini mas 
(b : AP : 3)  
 
AV: Ya baru tadi itu mas 
(b : AV : 3)  
 
GDS: Sekali tadi mas 
(b : GDS : 3)  
 
MF: Gek ping setunggal niki mas 
(b : MF : 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam pembinaan dan pembimbingan 
kepada pelajar, pelajar yang 
mengalami pembinaan ini hanya 
pernah mengalami 1 kali saja dan 
belum pernah mengalaminya 
sebelumnya. 
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• Bentuk-bentuk bimbingan yang 
dilakukan 
 
S: Wau ndiken push up kalih baris-
baris terus diceramahi kaleh bapak-
bapak niko 
(b : S : 4)  
 
AP: Itu tadi disuruh push up ping 
sedoso terus baris-baris niko njuk 
dimaturi sama bapake niko 
(b : AP : 4)  
 
AV: Tadi cuma disuruh push up 
baris-baris sama bapaknya yang itu 
terus dikasih ceramah gitu mas 
(b : AV : 4)  
 
GDS: Tadi pertama disuruh push up 
sama baris-baris mas terus dikasih 
tau sama bapaknya 
(b : GDS : 4)  
 
MF: Nganu mas disuruh push tadi 
10 kali sama baris-berbaris terus 
diceramahi gitu mas   
(b : MF : 4)  
Bentuk bimbingan yang dialami 
pelajar yang dilakukan oleh Tim 
pelajar ini adalah push up yang 
berarti pembinaan fisik dan mendapat 
ceramah. 
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• Dampak atau yang dirasakan dari 
bentuk bimbingan yang dilakukan 
 
S: Kapok mas mboten mbolos malih 
(b : S : 5)  
 
AP: Insyallah gak mbolos lagi mas 
(b : AP : 5)  
 
AV: Ya gak ngelakuin lagi mas 
(b : AV : 5)  
 
GDS: Udah gak lagi mas malu mas 
 (b : GDS : 5)  
 
MF: Sampun mas mboten malih-
malih 
(b : MF : 5)  
• Yang terlibat dalam pembinaan 
 
S: Tadi saking Satpol, polisi, taunya 
itu doank mas 
(b : S : 5)  
 
AP: Kalau gak salah dari Satpol, 
Polisi, terus dari dinas-dinas itu 
 
Dampak atau yang dirasakan dari 
bentuk bimbingan ini pelajar 
kebanyakan kapok dan tidak 
menggulanginya lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam pembinaan ini yang terlibat 
menurut pelajar yang mengalami 
pembinaan dan pembimbingan adalah 
Satpol, Polisi, dan dinas-dinas terkait. 
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(b : AP : 5)  
 
AV: Kurang paham mas yang tau 
cuma Satpol, Polisi doank 
(b : AV : 5)  
 
GDS: Nganu mas Satpol, Polisi, 
dinas pendidikan nek mboten salah 
kalih kantor agama 
(b : GDS : 5)  
 
MF: Satpol, Polisi, terus dinas-dinas 
niko mas 
(b : MF : 5)  
 
• Dengan bimbingan ini akan 
mengulangi lagi 
 
S: Mboten lah mas sampun kapok 
wau ngeh diken nulis surat 
pernyataan  
(b : S : 6)  
 
AP: Enggak gak lagi mas kapok 
tadi juga disuruh ngisi surat tidak 
mengulangi lagi 
(b : AP : 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan adanya bimbingan dan 
pembinaan ini pelajar ini mengaku 
tidak akan mengulangi kenakalan lagi 
seperti membolos. 
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AV: Gak lah mas sepisan niki 
mawon nopo malih wau diken ngisi 
surat pernyataan  
(b : AV : 6)  
 
GDS: Wah gak lagi mas apalagi 
tadi juga suruh ngisi surat 
pernyataan 
(b : GDS : 6)  
 
MF: Ngeh mboten mas wau mawon 
diken ngisi surat niko 
(b : MF : 6)  
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Lampiran 5 
CATATAN LAPANGAN 
A. Catatan Lapangan I 
Hari/Tanggal   : Jumat, 16 April 2016 
Waktu    : Pukul 09.00-09.30 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 
Kegiatan   : Mengantar surat ijin penelitian 
Responden : Staf Tata Usaha Satpol PP Kab.Temanggung 
Informasi yang diperoleh : 
Pada hari Jumat pagi peneliti datang ke kantor Satpol PP 
Kab.Temanggung. Kemudian peneliti memberikan surat izin penelitian yang 
telah dibuat dan mengungkapkan keinginan dan maksud kedatanganya ke 
kantor Satpol PP, peneliti menjelaskan bahwa akan melaksanakan penelitian 
di Satpol PP yang berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan Satpol PP 
terhadap kenakalan pelajar. Kepala Bagian tentang pembinaan pelajar 
menyambut dengan senang dan peneliti diijinkan untuk melaksanakan 
penelitian di Satpol PP Kab.Temanggung. 
 Setelah diizinkan untuk melakukan penelitian, Akhirnya peneliti akan 
melakukan penelitian sesuai pedoman yang telah dibuat. Kemudian peneliti 
mengucapkan banyak terimakasih karena telah dizinkan dan peneliti 
memohon pamit.  
 
150 
CATATAN LAPANGAN 
B. Catatan Lapangan II 
Hari/Tanggal   : Rabu, 11 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 09.00-10.30 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Pengamatan & Dokumentasi 
Kegiatan   : Mengumpulkan Data Penelitian  
Responden : Bapak “A” Staf Seksi TIBUM & TRANMAS 
Informasi yang diperoleh : 
Pada hari Rabu pagi peneliti ke lapangan yaitu kantor Satpol PP 
Kab.Temanggung untuk melakukan penelitian awal. Pada penelitian awal ini 
peneliti mencari data pendukung penelitian yang sesuia dengan pedoman yang 
telah ditetatpkan. Dikesempatan ini peneliti bertemu Kepala Seksi yang 
mengkodinir tentang pembinaan pelajar yaitu Bapak “BU” yang kemudian 
peneliti diarahkan ke Staf Seksi TIBUM & TRANMAS yaitu Bapak “A”. 
Setelah mendapat beberapa data yang ada yang menunjang sebagai 
bahan. Kemudian peneliti pamit dan berterima kasih atas kerjasamanya.  
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CATATAN LAPANGAN 
C. Catatan Lapangan III 
Hari/Tanggal   : Senin, 16 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 10.00-11.30 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Pengamatan & Dokumentasi 
Kegiatan   : Mengumpulkan Data Penelitian  
Responden : Bapak “A” Staf Seksi TIBUM & TRANMAS 
Informasi yang diperoleh : 
Pada hari senin ini peneliti kembali ke lapangan untuk mencari dan 
menambah data yang kemaren rabu belum lengkap. Pada kesempatan ini 
peneliti bertemu dengan beberapa anggota Satpol PP yang kemudian kembali 
bertemu dengan Kepala Seksi TIBUM & TRANMAS dan diarahkan kembali 
untuk menemui Staf Seksi TIBUM & TRANMAS yaitu Bapak “A”. Setelah 
bertemu Staf Seksi TIBUM & TRANMAS peneliti meminta data pendukung 
lain sebagai sumber penelitian. 
Kemudian setelah mendapatkan data penelitian itu cukup, peneliti 
meminta ijin pamit. Dengan begitu peneliti berpamitan kepada para anggota 
Satpol PP yang lain.  
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CATATAN LAPANGAN 
D. Catatan Lapangan IV 
Hari/Tanggal   : Selasa, 17 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 09.30-11.00 WIB 
Tempat   : Lingkungan Kota Temanggung 
Metode Pengumpulan Data : Pengamatan & Dokumentasi 
Kegiatan   : Melihat Situasi Tempat Berkumpul Pelajar 
Responden : - 
Informasi yang diperoleh : 
Dihari selasa ini peneliti melihat situasi tempat berkumpul pelajar 
yang sering untuk digunakan sebagai tempat kenakalan pelajar seperti 
membolos. Setelah melihat beberapa tempat-tempat itu peneliti mendapati 
beberapa pelajar yang tidak berada di sekolah pada jam sekolah. 
Dengan begitu menandakan ada kejanggalan yang tidak seharusnya 
pelajar lakukan. Setelah melihat kondisi ini peneliti pulang dan dapat menarik 
kesimpulan bahwa ada kenakalan pelajar yang terjadi. 
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CATATAN LAPANGAN 
E. Catatan Lapangan V 
Hari/Tanggal   : Rabu, 18 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 07.30-09.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP Kab.Temanggung 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 
Kegiatan   : Wawancara Staf Seksi TIBUM & TRANMAS 
Responden : Bapak “M” Staf Seksi TIBUM & TRANMAS 
Informasi yang diperoleh : 
Pada hari Rabu pagi peneliti kembali mendatangi kantor Satpol PP 
Kab.Temanggung untuk melakukan wawancara. Pada kesempatan ini peneliti 
berwawancara dengan Bapak “M” selaku Staf Seksi TIBUM & TRANMAS 
yang memiliki tugas salah satunya tentang melakukan pembinaan terhadap 
pelajar. Peneliti saat itu melakukan wawancara mengenai tentang pembinaan 
pelajar yang terjadi di Satpol PP Kab.Temanggung 
Wawancara sendiri berjalan baik dan antusias. Setelah beberapa 
pertanyaan yang mengenai pembinaan pelajar cukup, peneliti menyudahi 
wawancara dan mengucapkan terima kasih kemudian peneliti pamit.   
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CATATAN LAPANGAN 
F. Catatan Lapangan VI 
Hari/Tanggal   : Jumat, 20 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.30-10.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP Kab.Temanggung 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 
Kegiatan : Wawancara Kepala Seksi TIBUM &       
TRANMAS 
Responden : Bapak “BU” Kepala Seksi TIBUM & 
TRANMAS 
Informasi yang diperoleh : 
Pada hari jumat pagi peneliti kembali mendatangi Kantor Satpol PP 
Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini peneleti kembali mengadakan 
wawancara. Pada kesempatan ini peneliti mewawancarai Bapak “BU” selaku 
Kepala Seksi TIBUM & TRANMAS yang bertugas salah satunya menanggani 
tentang pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar. 
Dalam wawancara ini peneliti disambut dengan baik dan antusias oleh 
Bapak “BU”dengan pertanyaan-pertayaan yang diajukan oleh peneliti tentang  
pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar. Setelah pertanyaan-pertanyan 
selesai ditanyakan dan memndapat jawabannya peneliti pamit . 
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CATATAN LAPANGAN 
G. Catatan Lapangan VII 
Hari/Tanggal   : Senin, 23 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.00-09.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP Kab.Temanggung 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Pengamatan & Dokumentasi 
Kegiatan : Memastikan Program Pembinaan dan 
Pembimbingan Pelajar  
Responden : Bapak “A” Staf Seksi TIBUM & TRANMAS 
Informasi yang diperoleh : 
Dihari senin pagi peneliti kembali ke kantor Satpol PP. Dalam 
kegiatan ini yaitu memastikan kegiatan atau program pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar yang dilakukan oleh Satpol PP. Pada waktu 
itu peneliti bertemu dengan Bapak “A” selaku Staf Seksi TIBUM & 
TRANMAS Satpol PP Kab.Temanggung.  
Setelah bertemu Bapak “A” peneliti menanyakan dan memastikan 
jadwal pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar. Setelah 
bertanya peneleti mendapati jadwal bahwa kegiatan program pembinaan dan 
pembimbingan terhadap pelajar akan dilakukan pada hari Rabu 25 Mei 2016. 
Setelah mendapat kepastian kegiatan pembinaan kepada pelajar peneliti pun 
pamit. 
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CATATAN LAPANGAN 
H. Catatan Lapangan VIII 
Hari/Tanggal   : Rabu, 25 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.00-13.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP Kab.Temanggung 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Pengamatan & Dokumentasi 
Kegiatan : Wawancara dengan pelajar 
Responden :S,AP,AV,GDS,MF Pelajar yang mengalami 
pembinaan dan pembimbingan 
Informasi yang diperoleh : 
Dipagi hari rabu peneliti kembali mendatangi kantor Satpol PP 
Kab.Temanggung. Dalam kesempatan ini peneliti mengikuti tim pelajar untuk 
melakukan pembinaan dan pembimbingan pelajar yang berada di wilayah 
Kabupaten Temanggung. Sebelum melakukan kegiatan tim melakukan 
koordinasi di kantor Satpol PP untuk mengetahui tugas di lapangan nanti. 
Setelah itu tim terjun di lapangan, disaat tim terjun ke lapangan ini 
untuk penertiban pelajar tim mendapati beberapa pelajar yang membolos pada 
saat hari itu. Pelajar yang terdapati ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP 
dengan jumlah 5 pelajar. Kemudian para pelajar ini diberikan pembinaan dan 
pembimbingan oleh tim pelajar tersebut. Selanjutnya setelah para pelajar ini 
diberikan pembinaan dan pembimbingan para pelajar diwawancari oleh 
peneliti. Peneliti disitu mewawancari tentang kegiatan atau program 
pembinaan dan pembimbingan yang telah dijalani. Kemudian setelah peneliti 
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mewawancari 5 pelajar tersebut peneliti memohon pamit dan mengucapkan 
terima kasih.  
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CATATAN LAPANGAN 
I. Catatan Lapangan XI 
Hari/Tanggal   : Rabu, 15 Juni 2016 
Waktu    : Pukul 09.30-11.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP Kab.Temanggung 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Pengamatan & Dokumentasi 
Kegiatan : Meminta surat telah melakukan penelitian 
Responden :Ibu “Y” Kepala Tata Usaha 
Informasi yang diperoleh : 
Pada pagi itu peneliti kembali mendatangi kantor Satpol PP Kabupaten 
Temanggung dengan tujuan untuk meminta surat pernyataan telah melakukan 
penelitian. Saat hari itu kondisi kantor Satpol PP cukup ramai dengan pegawai 
sedang mengerjakan pekerjaannya. Peneliti sempat menunggu beberapa waktu 
untuk menunggu bagaian Kepala Tata Usaha dikarenakan sedang keluar 
kantor. 
Setelah menunggu sekitar 1 jam Kepala Tata Usaha pun kembali ke 
kantor dan peneliti pun langsung menemui untuk meminta surat pernyataan 
penelitian. Kemudian peneliti mendapatkan surat pernyataan tersebut 
kemudian peneliti pamit. 
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Lampiran 6 
CATATAN WAWANCARA 
A. Catatan Wawancara I 
Hari/Tanggal   : Rabu, 18 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 07.30-09.00  WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Nama Narasumber             : Bapak M 
Kegiatan   : Wawancara  
Responden : Staf Tata Usaha Satpol PP Kab.Temanggung 
Catatan Lengkap Hasil Wawancara 
1. Bagaimana latar belakang program pembinaan dan pembimbingan? 
Untuk program pembinaan  pelajar intinya  karena salah satu tupoksi 
Satpol PP.  
2. Bagaimana tujuan program pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar? 
Penertiban pelajar madsudnya penertiban pelajar untuk mengurangi 
pelajar yang sering keluar di jam pelajar contohnya jam pelajar ada di 
warnet ada di tempat umum yang semstinya tidak kesana karena masih 
jam pelajar.  
3. Berapa lama program pembinaan dan pembimbingan ini sudah 
berlangsung? 
Kegiatan ini kurang lebih 5 tahun sudah berlangsung  
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4. Apa saja Kenakalan yang sering ditemui ketika diadakannya pembinaan 
dan pembimbingan? 
Ya biasa dia menggunakan hp yang isinya film porno, ada yang merokok, 
ada yang minum-minuman keras termasuk membolos  
5. Berapa jumlah pelajar setiap terjadinya pembinaan atau pembimbingan? 
konstan atau turun naik? 
Jumlah tidak pasti kadang puluhan kadang juga 5 atau 6 orangan 
6. Bagaimana Persiapan dan perencanaan pembinaan dan pembimbingan 
yang dilakukan? 
Biasa diadakan APP untuk menentukan target yang dioperasi 
7. Bagaiaman jadwal pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan? 
Untuk sementara ini tahun ini dilakukan 11 kegiatan. 
8. Materi apa yang disamapaikan dalam pembinaan dan pembimbingan? 
Intinya tidak membolos waktu jam pelajaran terus memberi pengertian 
dan penyuluhan kepada anak tersebut agar tidak mengulangi lagi termasuk 
kenakalan pelajar miras bahkan corat coret atau vandalisme  
9. Sarana dan prasarananya apa untuk mendukung proses pembinaan dan 
pembimbingan? 
Ya termasuk diluar menyediakan mobil  
10. Bagaimana lingkungan masyarakat dalam mendukung akan pembinaan 
dan pembimbingan? 
Sangat mendukung sekali itu 
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11. Bagaimana sekolah turut ikut berpartisipasi dalam pembinaan dan 
pembimbingan? 
Sekolah itu kan diwakili dinas dari umum kalau yang dari MI atau sekolah 
yang islam itu wakili Kemenag 
12. Evalauasi apa yang dilaksanakan setelah pembinaan dan pembimbingan? 
Ya kita berkumpul lagi tim panitia terus mengadakan evaluasi barangkali 
dalam evaluasi ada yang kurang atau berlebihan nanti bisa diselsesasikan 
di forum itu 
13. Tindak lanjut apa dari program pembinaan dan pembimbingan? 
Programnya itu biasanya diserahkan ke dinas pendidikan terus kalau ada 
yang bermasalah bisa dipanggil guru sekolah atau wali orang tua murid 
14. Bentuk-bentuk bimbingan seperti apa dilakukan dalam melakukan 
pembinaan dan pembimbingan? 
Bentuknya ya secara fisik juga bisa secara mental  
15. Mengapa menggunakan bentuk bimbingan tersebut? 
Karena bimbingan seperti itu lebih tepat dimata pelajar baik SMA SMK 
maupun SMP 
16. Seefektif apakah bentuk bimbingan yang dilakukan? 
Ya nganu ya sementara yang dilakuakan ya itu dengan itu lebih efektif 
dibanding harus mendatangi sekolah sekolahan 
17. Dampak apa dirasakan dengan bentuk bimbingan yang dilakukan ini? 
Ya dampakanya banyak pelajar yang tidak bolos memberikan efek jera  
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18. Bagaimana bentuk bimbingan ini dengan peraturan yang ada? 
Sudah sesuai dengan SOP yang ada 
19. Siapa yang terlibat dalam bentuk bimbingan ini? 
Satu karena itu dari tim dari Kepolisian ada dari Satpol sendiri Dinas 
Pendidikan kemudian Kemenag 
20. Bentuk bimbingan ini dapat diterima oleh pelajar? 
Bimbingan ini sangat bisa diterima pelajar 
21. Bimbingan ini dapat merubah pelajar menjadi lebih baik lagi? 
Iya sehingga pelajar tidak menggulanginya lagi 
22. Peran sekolah dalam bentuk bimbingan ini? 
Ya peran sekolah sangat berterima kasih dengan tim pelajar ini bisa 
membantu mengatasi anak-anak pelajar disekolah 
23. Peran orang tua pelajar dalam bentuk bimbingan ini? 
Ya satu sangat berterima kasih kedua sangat mendukung dengan kegiatan 
24. Hambatan-hambatan dalam mengatasi kenakalan pelajar 
Satu mungkin karena waktunya tidak tepat seharusnya pas libur tapi 
dilaksanakan penertiban pelajar berartikan tidak tepat 
25. Penyebabab hambatan-hambatan itu terjadi? 
Mungkin ya macam-macam termasuk kesadaran siswa-siswa kurang 
terkait dengan tugas-tugas siswa khusunya dalam belajar terus 
pemantauan dari orang tua kurang terus keterbatasan anggota personil 
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Satpol dalam kegiatan karena Cuma 11 orang, setahun cuma 11 kali 
kegiatan kalau lebih kan bisa terlaksana dengan baik 
26. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
Ya kita melaksanakan sesuai tupoksi yang ada 
27. Apakah hambatan ini menganggu dalam pembimbingan?  
Jelas menggangu karena kegiatan pembinaan ini tidak terlaksana dengan 
baik 
28. Apakah hambatan ini sudah diprediksi sebelumnya? 
Ya sebetulnya sudah tapi karena keterbatasan personil , sapras ada 
kendaraan dan lain-lain dan luasan wilayah soalnya  yang di operasi atau 
ditertibakan dari kecamatan tretep sampai pringsurat ada 20 kecamatan 
29. Dampak apa yang dirasakan dengan adanya hambatan ini? 
Target yang diharapkan tidak bias tercapai penuh misal target 10 hanya 
tercapai 8 atau 7  karena luasan wilayah tersebut 
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CATATAN WAWANCARA 
B. Catatan Wawancara II 
Hari/Tanggal   : Jumat, 20 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.30-10.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Nama Narasumber             : Bapak BU 
Kegiatan   : Wawancara  
Responden : Kepala Seksi Tata Usaha Satpol PP 
Kab.Temanggung 
Catatan Lengkap Hasil Wawancara 
1. Bagaimana latar belakang program pembinaan dan pembimbingan? 
Latar belakang dari pada pembinaan banyaknya pelajar yang melanggar 
tata tertib dan disiplin sekolah pada jam-jam atau waktu-waktu proses 
belajar mengajar di wilayah Kabupaten Temanggung  
2. Bagaimana tujuan program pembinaan dan pembimbingan terhadap 
pelajar? 
Tujuan dari pada ini untuk meminimalisir pelajar yang melanggar tata 
tertib dan disiplin sekolah 
3. Berapa lama program pembinaan dan pembimbingan ini sudah 
berlangsung? 
Program ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. 
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4. Apa saja Kenakalan yang sering ditemui ketika diadakannya pembinaan 
dan pembimbingan? 
Satu membolos dua ada yang main di PS, taman-taman kota contoh taman 
pengayoman, taman hijau (green area), taman progo 
5. Berapa jumlah pelajar setiap terjadinya pembinaan atau pembimbingan? 
konstan atau turun naik? 
Turun naik pernah kita menjaring atau menertibkan sekitar 25 sampai 30 
namu suatu ketika 5 sampai 6 personel 
6. Bagaimana Persiapan dan perencanaan pembinaan dan pembimbingan 
yang dilakukan? 
Sebelum diadakan pembinaan dan pembimbingan sebelum terjun 
kelapangan pertemuan atau rapat tim yang kemudian menyampaikan 
target personel mengenai teknis dan non tenis saat penertiban di lapangan  
7. Bagaiaman jadwal pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan? 
Untuk jadwal pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan pelajar 
tahun 2016 ini  secara jadwal 11 kali tapi ditambah sesuai dengan tupoksi 
dan melihat situasi kondisi di lapangan 
8. Materi apa yang disamapaikan dalam pembinaan dan pembimbingan? 
Dengan cara ceramah baik itu secara umum sebanyak pelajar yang 
ditertibkan maupun secara face to face dan pembinaan fisik 
9. Sarana dan prasarananya apa untuk mendukung proses pembinaan dan 
pembimbingan? 
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Sarana Prasarana yang mendukung kami menyediakan 1 truk 1 mobil 
panwal 1 mobil patroli 
10. Bagaimana lingkungan masyarakat dalam mendukung akan pembinaan 
dan pembimbingan? 
Sangat mendukung sekali pembinaan ini dengan banyakanya dukungan 
baik lewat khusunya lewat telpon banyak yang medukung pembinaan ini 
sebab sangat positif 
11. Bagaimana sekolah turut ikut berpartisipasi dalam pembinaan dan 
pembimbingan? 
Partisipai sekolah khususnya yang terjaring atau ditertibkan guru 
pembimbing atau kesiswaan akan datang kemudian akan ditindak lanjuti 
sekolah masing-masing 
12. Evalauasi apa yang dilaksanakan setelah pembinaan dan pembimbingan? 
Evaluasinya adalah kita mengadakan rapat tim baik itu Kemenag Dinas 
Pendidikan dan Polres kemudian hasil evalusi akan ditindak lanjuti 
penertiban pelajar selanjutnya ataupun untuk evaluasi tahun depan 
13. Tindak lanjut apa dari program pembinaan dan pembimbingan? 
Tindak lanjut dari program pembinaan dan pembimbingan kalau ada 
pelajar yang kita tertibkan sekolah yang bersangutan kita panggil dari 
Dinas Pendidikan Kemenag dan Polres juga melakukan pembinaan dan 
penertiban 
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14. Bentuk-bentuk bimbingan seperti apa dilakukan dalam melakukan 
pembinaan dan pembimbingan? 
Dengan cara ceramah yaitu pembinan mental agar pelajar sesuai tugas 
pelajar itu sendiri yang benar dan juga pembianaan fisik 
15. Mengapa menggunakan bentuk bimbingan tersebut? 
Sebab bimbingan tersebut dirasa paling efektif dan efisien 
16. Seefektif apakah bentuk bimbingan yang dilakukan? 
Ini bisa dilihat dari bisa menerimanya pelajar dalam pembimbingan 
tersebut dengan baik 
17. Dampak apa dirasakan dengan bentuk bimbingan yang dilakukan ini? 
Dampaknya yang pertama pelajar dapat menerima baik  kedua dari hasil 
tahun-tahun yang lalu pelajar yang sudah terjaring tidak melakukan bolos 
ataupun melanggar dari proses belajar mengajar  
18. Bagaimana bentuk bimbingan ini dengan peraturan yang ada? 
Bentuk bimbingan ini kalau dikaitkan dengan peraturan yang ada sangat 
singkron dengan peraturan yang ada 
19. Siapa yang terlibat dalam bentuk bimbingan ini? 
Disamping Satpol ada dari Kementrian Agama (Kemenenag) ada dari 
Dinas Pendidikan dan ada Polres Temanggung 
20. Bentuk bimbingan ini dapat diterima oleh pelajar? 
Bentuk bimbingan ini sangat bisa diterima oleh pelajar sebab ini yang 
kami rasakan paling efektif dan efisien 
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21. Bimbingan ini dapat merubah pelajar menjadi lebih baik lagi? 
Bisa merubah pelajar  baik lagi yang pertama bisa menerima model atau 
bentuk bimbingan ini kemudian pelajar yang  kena penertiban tidak 
mengulanggi perbuatan yang  melanggar aturan proses belajar dan 
mengajar 
22. Peran sekolah dalam bentuk bimbingan ini? 
Melaksanakan bimbingan lebih lanjut disekolah masing-masing 
23. Peran orang tua pelajar dalam bentuk bimbingan ini? 
Untuk orang tua juga melakukan bimbingan lebih lanjut di rumah 
24. Hambatan-hambatan dalam mengatasi kenakalan pelajar? 
Salah satunya sering terbentur dengan jadwal atau kurikulum yang ada di 
sekolah contohnya mungkin kita pas mengadakan penertiban ternyata 
pelajar sedang liburan atau mungkin sedang melakukan UTS atu UAS 
25. Penyebabab hambatan-hambatan itu terjadi? 
Mungkin adanya perubahan kurikulum yang tadinya menjadi jadwal entah 
maju atau mundur dari pihak sekolahan atau Dinas Pendidikan hal lain 
dari faktor internal keterbatasan personil dan sapras Satpol PP sementara 
dari eksternal kurang perhatian orang tua terhadap pelajar dan kurang 
memahami pelajar dalam tugas pokonya 
26. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 
Memaksimalkan tupoksi dengan kondisi yang ada 
27. Apakah hambatan ini menganggu dalam pembimbingan?  
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Ya jelas menggangu sehingga target maksimal tidak tercapai contoh 
mungkin target 10 hanya tercapai 7 atau 8 
28. Apakah hambatan ini sudah diprediksi sebelumnya? 
Sudah karena mungkin salah satunya contoh dari jadwal yang dibuat 
Satpol PP dan kurikulum yang dibuat sekolah tidak singkron 
29. Dampak apa yang dirasakan dengan adanya hambatan ini? 
Target tidak dicapai dengan maksimal contohnya mungkin target 10 hanya 
bisa tercapai 7 atau 8. 
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CATATAN WAWANCARA 
C. Catatan Wawancara III 
 
Hari/Tanggal   : Rabu, 25 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.00-13.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Nama Narasumber             : S 
Kegiatan   : Wawancara  
Responden : Pelajar salah satu SMK di Temanggung yang 
mengalami pembinaan dan pembimbingan 
Catatan Lengkap Hasil Wawancara 
1. Kenapa bisa mengikuti pembinaan dan pembimbingan? 
Mbolos mas tadi di PS-an 
2. Kenapa melakukan kenakalan tersebut? 
 Males mas mau sekolah tadi 
3. Berapa kali mengalami pembinaan dan pembimbingan? 
 Ya baru kali ini mas 
4. Bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan tadi oleh Satpol PP? 
Wau ndiken push up kalih baris-baris terus diceramahi kaleh bapak-bapak 
niko 
5. Dampak atau yang dirasakan dari bentuk bimbingan yang dilakukan 
 Kapok mas mboten mbolos malih 
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6. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan? 
 Tadi saking Satpol, polisi, taunya itu doank mas 
7. Dengan bimbingan ini akan mengulangi lagi 
Mboten lah mas sampun kapok wau ngeh diken nulis surat pernyataan  
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CATATAN WAWANCARA 
D. Catatan Wawancara IV 
 
Hari/Tanggal   : Rabu, 25 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.00-13.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Nama Narasumber             : AP 
Kegiatan   : Wawancara  
Responden : Pelajar salah satu SMK di Temanggung yang 
mengalami pembinaan dan pembimbingan 
Catatan Lengkap Hasil Wawancara 
1. Kenapa bisa mengikuti pembinaan dan pembimbingan? 
Ya tadi gak masuk sekolah terus main PS 
2. Kenapa melakukan kenakalan tersebut? 
 Tadi diajak temen mas terus mbolos itu mas 
3. Berapa kali mengalami pembinaan dan pembimbingan? 
 Baru sekali ini mas 
4. Bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan tadi oleh Satpol PP? 
Itu tadi disuruh push up ping sedoso terus baris-baris niko njuk dimaturi 
sama bapake niko 
5. Dampak atau yang dirasakan dari bentuk bimbingan yang dilakukan 
 Insyallah gak mbolos lagi mas 
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6. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan? 
 Kalau gak salah dari Satpol, Polisi, terus dari dinas-dinas itu 
7. Dengan bimbingan ini akan mengulangi lagi? 
Enggak gak lagi mas kapok tadi juga disuruh ngisi surat tidak mengulangi 
lagi 
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CATATAN WAWANCARA 
E. Catatan Wawancara V 
 
Hari/Tanggal   : Rabu, 25 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.00-13.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Nama Narasumber             : AV 
Kegiatan   : Wawancara  
Responden : Pelajar salah satu SMK di Temanggung yang 
mengalami pembinaan dan pembimbingan 
Catatan Lengkap Hasil Wawancara 
1. Kenapa bisa mengikuti pembinaan dan pembimbingan? 
Itu mas tadi mbolos sekolah 
2. Kenapa melakukan kenakalan tersebut? 
 Tadi males sama gurunya mas terus malah ada temen yang ngajak mbolos 
terus ikut mbolos 
3. Berapa kali mengalami pembinaan dan pembimbingan? 
 Ya baru tadi itu mas 
4. Bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan tadi oleh Satpol PP? 
Tadi cuma disuruh push up baris-baris sama bapaknya yang itu terus 
dikasih ceramah gitu mas 
5. Dampak atau yang dirasakan dari bentuk bimbingan yang dilakukan 
 
175 
 Ya gak ngelakuin lagi mas 
6. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan? 
 Kurang paham mas yang tau cuma Satpol, Polisi doank 
7. Dengan bimbingan ini akan mengulangi lagi? 
Gak lah mas sepisan niki mawon nopo malih wau diken ngisi surat 
pernyataan 
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CATATAN WAWANCARA 
F. Catatan Wawancara VI 
 
Hari/Tanggal   : Rabu, 25 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.00-13.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Nama Narasumber             : GDS 
Kegiatan   : Wawancara  
Responden : Pelajar salah satu SMP di Temanggung yang 
mengalami pembinaan dan pembimbingan 
Catatan Lengkap Hasil Wawancara 
1. Kenapa bisa mengikuti pembinaan dan pembimbingan? 
Nganu mas tadi di PS-an 
2. Kenapa melakukan kenakalan tersebut? 
 Bosen mas mau sekolah tadi terus mbolos itu 
3. Berapa kali mengalami pembinaan dan pembimbingan? 
 Sekali tadi mas 
4. Bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan tadi oleh Satpol PP? 
Tadi pertama disuruh push up sama baris-baris mas terus dikasih tau sama 
bapaknya 
5. Dampak atau yang dirasakan dari bentuk bimbingan yang dilakukan 
 Udah gak lagi mas malu mas 
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6. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan? 
 Nganu mas Satpol, Polisi, dinas pendidikan nek mboten salah kalih kantor 
agama 
7. Dengan bimbingan ini akan mengulangi lagi? 
Wah gak lagi mas apalagi tadi juga suruh ngisi surat pernyataan 
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CATATAN WAWANCARA 
G. Catatan Wawancara VII 
 
Hari/Tanggal   : Rabu, 25 Mei 2016 
Waktu    : Pukul 08.00-13.00 WIB 
Tempat   : Kantor Satpol PP 
Nama Narasumber             : MF 
Kegiatan   : Wawancara  
Responden : Pelajar salah satu SMP di Temanggung yang 
mengalami pembinaan dan pembimbingan 
Catatan Lengkap Hasil Wawancara 
1. Kenapa bisa mengikuti pembinaan dan pembimbingan? 
Tadi main PS mas 
2. Kenapa melakukan kenakalan tersebut? 
 Tadi pas mau berangkat sekolah diajak GDS mbolos mas 
3. Berapa kali mengalami pembinaan dan pembimbingan? 
 Gek ping setunggal niki mas 
4. Bentuk-bentuk bimbingan yang dilakukan tadi oleh Satpol PP? 
Nganu mas disuruh push tadi 10 kali sama baris-berbaris terus diceramahi 
gitu mas 
5. Dampak atau yang dirasakan dari bentuk bimbingan yang dilakukan 
 Sampun mas mboten malih-malih 
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6. Siapa saja yang terlibat dalam pembinaan? 
 Satpol, Polisi, terus dinas-dinas niko mas 
7. Dengan bimbingan ini akan mengulangi lagi? 
Ngeh mboten mas wau mawon diken ngisi surat niko 
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Lampiran 7 
Dokumentasi 
 
Foto 1. Koordinasi tim sebelum pelaksanaan penertiban atau pembinaan pelajar 
 
 
Foto 2. Kegiatan penertiban ditempat umum (warnet) 
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Foto 3. Kegiatan penertiban ditempat umum (tempat PS) 
 
  
Foto 4. Kegiatan pembinaan fisik 
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Foto 5. Kegiatan pembinaan mental 
 
 
Foto 6. Kegiatan pelajar mengisi surat pernyataan 
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Lampiran 8 
Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 9 
Surat Keterangan 
 
